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ABSTRAK

Syahrial Yahya, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Juli 2013, Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran
Transaks Material Pada Peraturan Bapepam Nomor | X.E.2 Tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari
Jaya Tbk.(Studi Kasus. Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011
Tanggal 12 September 2012), Dr. Bambang Winarno, SH, MS; Djumikasih,
SH, MH

Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai kewenangam gembinaan,
pengaturan, dan pengawasan setiap Pihak yang rkalakkegiatan di Pasar
Modal berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 19%9Baifg Pasar Modal.
Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan paskl, Bapepam membuat
Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Materiah dPerubahan Kegiatan
Usaha Utama. Pada tanggal 28 April 2011 Pengabiéayeri Jakarta Selatan telah
menjatuhkan penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkie8ehdap pemeriksaan PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Penetapan tersebutrkdipe dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 pada tanggabd@tember 2012. Pada
salah satu permohonan yang diajukan adalah peraankserhadap tindakan
direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bdad PT Sumalindo
Hutani Jaya belum mendapatkan persetujuan RUPSdrBpgmegang saham.
Hal ini merupakan pelanggaran terhadap PeraturdarBRengawas Pasar Modal
No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perub&fegiatan Usaha Utama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskkpa, menganalisis, dan
menginterpretasikan kewenangan Bapepam dalam pesaan terhadap
pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Tramddkterial dan Perubahan
Kegiatan Usaha UtamaVietode penelitian yang digunakan yakni penelitian
hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalahdgkatan perundang-
undangandtatute approach pendekatan kasusgse approach dan pendekatan
konsep ¢onceptual approagh

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Bapepdmdap pemeriksaan
diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tah@ iéntang Pasar Modal,
Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaandegshsetiap pihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggarahadap Undang-Undang
Pasar Modal dan atau peraturan pelaksananya.Panetppmeriksaan PT
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sudah tepat, tetapigaiesmkan ketentuan pada
Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 280@ menyatakan, tentang
permohonan pemeriksaan perseroan, tidak menutupurighiman peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal menentlaitan Akibat hukum
terhadap transaksi material tanpa persetujuan Re@ sah dan mengikat tetapi
dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikedk”. Berarti pihak lain itu,
harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikatk dalam transaksi
tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikaaiknya, dan ternyata
transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseroaka transaksi itu batal
demi hukum ¥an rechtswege nietig, ipso jure null and yoid

Kata Kunci: Kewenangan Badan Pengawas Pasar Medaleriksaan, dan
Transaksi Material.
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pada penjelasan otenti) 1945
hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aabuasn Yyang
menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepamaturan
perundangan yang lebih mudah caranya membuat, afgralan mencabut
seperti, Undang-undang, Peraturan Pemerintah,tuPana Presiden, dan
peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Jadi UUDS5 18dalah bentuk
peraturan perundangan yang tertinggi, yang mermjadar dan sumber bagi
semua peraturan perundangan yang lebih rendah atengkya. Dengan
demikian semuanya bersumber pada Undang-Undang f2&sen 1945, yang
di dalamnya menentukan bahwa Republik Indonesiaupagian negara
hukum, dimana tujuan nasional antara lain untuk ajekan kesejahteraan
umum. Disinilah letak peranan dari Pembangunan &kwrsebagai salah
satu sarana dalam mencapai tujuan nasional yaitwk umemajukan
kesejahteraan umum. Karena negara Republik Indmmasrupakan negara
hukum, maka segala sesuatu harus berlandaskanhadsn positif (hukum
yang berlaku), demikian juga dalam mewujudkan madked adil dan

makmur yang merata materiil dan spirituil berdaaarlPancasila dan UUD



tahun 1945, maka sarana untuk mencapai tujuarbtérsgitu Pembangunan
Ekonomi harus berlandaskan hukum poSitif.

Perekonomian yang cukup berkembang saat ini adedalar Modal.
Pasar Modal merupakan salah satu tonggak perekanameigara Indonesia,
oleh karena itu harus ditunjang dengan tatanarg jglas guna mewujudkan
keteraturan hukum. Secara umum, pembentukan PasdalMlikarenakan
lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi danakgan. Dalam
melaksanakan fungsi ekonominya, Pasar Modal meakadifasilitas untuk
memindahkan dana ddander (pemilik dana) keborrower (penerima dana)
dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimgd&mberi dana
(lenderg dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalampelayertaan
dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentindemrowers dengan
tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan péaen tersebut
melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa naensinggu dana dari
hasil produksi perusahaan. Dari proses ini dihaapkakan terjadi
peningkatan produksi barang atau jasa sehingga alkadampak pada
peningkatan kemakmuran secara keselurghan.

Karena fungsi strategis dan penting Pasar Modal lmaatrpemerintah
berkepentingan atas perkembangan dan kepentingsar Réodal, karena
berpotensi untuk menghimpun dana secara masifiggdidapat dimanfatkan
untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. n§egeaipaya

dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan Pagadal, sehingga

! Sri Woelan Aziz,Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Di Indon&iies Media,
Surabaya, 1996, hal 1-2.

2 M Irsan Nasarudin dan Indra Surysspek Hukum Pasar Modal Indoneskencana Prenada
Media Group, Jakarta. 2004, hal 13-14.
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masyarakat tergerak berinvestasi di Pasar Modajademembeli sejumlah
efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efelsglean-perusahaan oleh
masyarakat ternyata memberi harapan dan peluangk uneningkatkan
kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinenjagahaan.

Salah satu pihak dalam Pasar Modal adalah Emiteterituan Pasal 1
angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang r Pi&adal
merumuskan Emiten sebagai “pihak yang melakukarayaran umum.”
Sementara itu yang dimaksud dengan penawaran utousendiri, menurut
Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 199&ngeriPasar Modal,
adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan emeiten untuk menjual
efek kepada masyarakat sesuai ketentuan Undangigimia 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal.Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikataan
bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaram dalam rangka
menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaanpatsgembangan usaha
perusahaan.

Masyarakat sebagai pembeli efek tentunya harus apand
perlindungan hukum dalam kepentingannya sebagaiogaim maupun
pemegang saham dari perusahaan yang melakukan g@mawimum.
Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hamait yang harus
tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar mpdda kepentingan
investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat mewcghean kepercayaan

investor. Selain itu Undang-undang No. 8 Tahun 1@9%ang Pasar Modal

3 .
Ibid, hal 1-2.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun518htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
® M Irsan Nasarudin dan Indra Surgg,. cit,.hal 151.



memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidabaikan

kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang samayoritas.

Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dananwdesiat dilihat dari
penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasaalmgakni Bapepam di
dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatangabe adanya
penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin.ga&ae hukum tidak
semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi jugagamelung maksud
pembinaan. Penegakan hukum yang konsisten terhauhagen yang

melakukan pelanggaran peraturan diharapkan mepgadiorong bagi emiten
untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkehati-hatian

dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkieen aneningkatkan
kredibilitas pasar modal di mata investor sekalignsrupakan tanggung
jawab emiten sebagai perusahaan pufblik.

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun5 199
menyebutkan, Pembinaan, pengaturan, dan pengawaban-hari kegiatan
Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas PasaalMadg selanjutnya
disebut Bapepam. Pada penjelasannya, secara apalaBiapepam diberi
kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatarntengawasi setiap
Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Reagmn tersebut dapat
dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yanmgifdte preventif
dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan apa&mgn maupun

secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikian pengenaan

® Ibid, hal 278-279.



sanksi’ Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiataar pasdal,

Bapepam membentuk Peraturan Nomor IX.E.2 Tentargahg Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Sesaresif diatur dalam
bentuk pemeriksaan, yang disebutkan pada Pasala@0 (1) Undang-
undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam dapat mengadakarerfxsaan
terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan attipetedalam pelanggaran
terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan sstaannyA.

Pada tanggal 10 Januari 2011 Deddy Hartawan Jaraing y
merupakan pemegang saham publik sebanyak 2100®0Qdua ratus
sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham atawes®b8,52 % (delapan
koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Lsebanyak
130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar sapaoea sebesar 5,26 %
(ima koma dua puluh enam persen) saham denganshata dari PT
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. telah mengajukan SBeatnohonan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftabawdih No.
38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Alasan  mengajukan peoman antara lain
karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi aaarDKomisaris telah
melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak merjata azas
transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yhlagukan. Atas dasar
hal tersebut, meminta penetapan kepada PengadégeriNJakarta Selatan
untuk melakukan pemeriksaan atas PT Sumalindo liekga Tbk. Dasar

hukum yang digunakan adalah pasal 138 Undang-undand0 tahun 2007,

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahurb1@8tang Pasar Modal dan penjelasan
pasal 3 ayat (1) sumber diolah, Tambahan Lembaegyafd Republik Indonesia Nomor 3608.

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51&htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
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Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukanamlenguan untuk
mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdagaian bahwa: (a)
Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yanggiken pemegang
saham atau pihak ketiga; atau (b) anggota Direteai ®ewan Komisaris
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikarseR@an atau
pemegang saham atau pihak kefiga.

Pada salah satu permohonan yang diajukan adalaterijgeaan
terhadap tindakan direksi yang melakukan pembeliam Coupond Bond
sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat pulidr dua ratus lima
puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enatmsrlima puluh dua
rupiah) dari PT Sumalindo Hutani Jaya belum permakBndapatkan
persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham. Hal inunug para pemohon
merupakan tindakan melawan hukum karena termohbagse perusahaan
publik bertindak tidak sesuai dengan Peraturan B&tangawas Pasar Modal
No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubalkeygiatan Usaha
Utama.'

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negerirtdakslatan
telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan Nd?d&3/2011/PN.Jkt.Sel
tanggal 28 April 2011 yang amarnya mengabulkan phonan para
Pemohon berkenaan dengan Pemeriksaan PT SumalestariLJaya Tbk;
Menetapkan dan mengangkat ahli untuk melakukan pkesa@n terhadap

perseroan; Menetapkan jangka waktu pemeriksaaeman paling lama 60

® Mahkamah Agung, 2012Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130c88&82a3dd2al1460c62d12a2, (sumber
diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).

1% bid, sumberdiolah.



(enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kakafan dengan pemeriksa
(Ahli); Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikdaporan hasil
pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri JaBattédan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisjayaka waktu pemeriksaan
terhadap perseroan. Sesudah penetapan ini diggtuR. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. mengajukan permohonan kasasi secarbst@dida tanggal 09 Mei
2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonarsikidea38/Pdt.P/2011/
PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera PengadilaneNegpkarta Selatan
permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yewegnuat alasan-alasan
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negesetaut pada tanggal 20
Mei 2011. Pada tingkat kasasi dalam Putusan No.7 3RAPdt/2011,
Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2012 alemparmohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Sumalindo Ledaga Tbk'*

Dari uraian putusan tersebut, berkaitan dengan gevman
pemeriksaan transaksi material PT. Sumalindo Lestaya Tbk. Dalam
pertimbangan hukum tidak memerintahkan Bapeparagselmtoritas dalam
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan seharid@datan Pasar Modal
untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan dasar aabesthukum utama
yang berkaitan dengan pasar modal adalah Undargagdo. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 40 T&@@Y tentang
Perseroan Terbatas dengan peraturan pelaksanadmuang-undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakanghuhdang umum

(general law terhadap kegiatan perseroan pada umumnya. Seatangk

1 |bid, sumber diolah.



Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modalpakan undang-
undang khusus specialis law) dalam kegiatan pasar modal. Sehingga
bagaimanakah kewenangan Bapepam dalam pemeriksaamaddp
pelanggaran transaksi material pada Peraturan Bapeldomor IX.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiataah& Utama dan
bagaimana akibat hukum terhadap transaksi matgasiad dilakukan tanpa
persetujuan RUPS oleh PT Sumalindo Lestari Jaya. Pakla Putusan
Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011. Permasalahaiiahi yang akan

dibahas penulis dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan Bapepam dalam pemeriksaanadagrh
pelanggaran transaksi material pada Peraturan Bapdyomor IX.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatseth&d Utama oleh
PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada Putusan MahkafAgung No.
3017 K/Pdt/20117?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi mat@aala Peraturan
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan PenaipaKegiatan Usaha

Utama yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS?



C. Tujuan

1. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan mengimétgsikan
kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadamgatan Peraturan
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan PenaipaKegiatan Usaha
Utama.

2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan mengimé&gsikan akibat
hukum transaksi material tanpa persetujuan RUP& padaturan Nomor
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahamidan Usaha

Utama.

D. Manfaat
1. Manfaat Teoritik
Sebagai masukan bagi pemerintah untuk kajian ndrdalam bentuk
perundangan yang berkaitan dengan kewenangan Bapéaa sebagai
bahan kajian bagi kalangan akademis untuk terugkagnaspek hukum
Pasar Modal di Indonesia.
2. Manfaat Aplikatif
a. Bagi Otoritas Pasar Modal
Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritisi lmamia Pasar
Modal, sehingga dalam menjalankan fungsinya dapatcapai
tujuan Pasar Modal.
b. Bagi Masyarakat
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pasal hamia

investor sebagai pemegang saham publik.



E. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengengsskni, maka
dibagi secara sistematis dalam lima bab, denganqeen:
BAB | PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuanulipan, manfaat
penulisan dan sistematika penulisan.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Memuat uraian mendalam tentang teori dan konsega g&mikiran yang
mengarahkan peneliti untuk memecahkan masalahputieli
A. Teori Kewenangan Pemerintah
1. Asas Legalitas
2. Wewenang Pemerintah
3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah
B. Kajian Umum Badan Pengawas Pasar Modal
1. Badan Pengawas Pasar Modal
2. Kewenangan Bapepam Terhadap Pelanggaran di Bidasgr P
Modal
3. Kewenangan Bapepam Untuk Melakukan Penegakan Hukum
C. Kajian Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.ETentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usahad&Jta
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nompr Ke
02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IXTErzang

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha&Jta
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2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan agamb
Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Peraturamdt
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahanidag Usaha
Utama
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan dgamb
Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahaatitan
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perabakegiatan
Usaha Utama
D. Mekanisme Perdagangan Efek
1. Emiten
2. Perusahaan Publik
3. Penawaran Umum
E. Kajian Umum Organ Perseroan Terbatas
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Direksi
3. Dewan Komisaris
BAB Il METODE PENELITIAN
Memuat metode penelitian yang digunakan yakni p@srelhukum normatif,
maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatamdang-undangan
(statute approachy pendekatan kasuscgse approach dan pendekatan

konsep ¢onceptual approagh
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Memuat hasil penelitian dan saran, hasil peneliti@hputi:
A. Deskripsi Bahan Hukum
B. Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan TerhadapgBatan
Transaksi Material Pada Peraturan Bapepam Nomdt.2X.Tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usahan&taleh PT
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada Putusan Mahkangma\ No.
3017 K/Pdt/2011
C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Material pada Reaat Nomor
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahagidan Usaha
Utama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan RUPS
BAB V PENUTUP
Memuat kesimpulan dan saran sehubungan dengan ssahan yang

diangkat dalam penulisan skripsi ini berdasarkasil kajian.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan Pemerintah
1. Asaslegalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utaang dijadikan
sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan peaharnntian kenegaraan
di setiap negara hukum terutama bagi negara-néggaan dalam sistem
Kontinental. Pada mulanya asas legalitas dikenkntdgenerikan pajak
negara. Di Inggris terkenal ungkapamNo taxation without
representation”,tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, diau
Amerika ada ungkapariiTaxation without representation is robbery”
pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampd#al ini berarti
penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adamgdang-undang
yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak.idiséinamakan juga
dengan kekuasaan undang-und@egheerschappij de we't).

Istilah asas legalitas juga dikenal dalam HukumaRad nullum
delictum sine previa lege poendlidak ada hukuman tanpa undang-
undang). Kemudian asas legalitas ini digunakanndaiédang Hukum

Administrasi Negara yang memiliki makri®at het bestuur aan de wet is

12 H.D. van Wijk/Willem KonijnenbeltHoofdstuken van Administratief Recht, Jongbloed &
Zoon, ‘s-Gravenhage, 1950, hal 41, dalam Ridwan H®Rum Administrasi Negard®T Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 91.
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onderworpen®® (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau
“Het legaliteitsbeginsel houndt in dat alle (algene® de burgers bindende
bepalingen op de wet moeten berustér(asas legalitas ini merupakan
prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengsgkapan“Het
beginsel van wetmatigheid van bestuugakni prinsip keabsahan
pemerintat?

H.D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, nmaogakan
bahwahet beginsel van wetmatigheid van bestm@ngandung tiga aspek,
yakni aspek negatifhet negatieve aspé@ctaspek formal-positif het
formeel-positieve aspgct Aspek negatif menentukan bahwa tindakan
pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undas@ng. Tindakan
pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangangastenperaturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek forpaaitif menentukan
bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertesépanjang
diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspekerimaositif
menentukan bahwa undang-undang memuat aturan uranghngengikat
tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewegaa itu harus
memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahweaehka&ngan itu
isinya ditentukan normanya oleh undang-undéng.

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkamgsddang itu

berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang l@erjaleiring dengan

3 H.D. Stout,De Betekenissen van de W&t,E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hal 28 dalam
Ridwan HR,Ibid, hal 91.

*bid, hal 23, dalam Ridwan HRbid, hal 91.

!> Ridwan HR op. cit.,hal 91.

8 H.D. Stout,op. cit.,hal 29-31, dalam Ridwan HRgid, hal 92.
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keberadaan negara hukum klasik atau negara hulkerali@e liberaal
rechtsstaat ideedan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum
legalistik-positivistik, terutama pengaruh aliramkbm legisme, yang
menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalamngratedand.’ Di
luar undang-undang dianggap tidak ada hukum at&arbbukum. Oleh
karena itu, undang-undang dijadikan sebagai seadiaipenyelenggaraan
kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, lagabtas dalam
gagasan negara hukum liberal memiliki kedudukanraefi atau sebagai
suatu fundamen dari negara hukurals( een fundamenten van de
rechtsstagt™®
Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan petad harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau shekda pada
kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukamun dalam
praktinya penerapan prinsip ini berbeda-beda argata negara dengan
negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegagg prinsip ini,
namun ada pula negara yang tidak begitu ketat rapkannya. Artinya
untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah gyamak begitu
fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat ieia Berkenaan
dengan hal ini, Foulkes menyebutkan sebagai befikut

“If the government has decided on certain actioto -give grants

and loans to firm, to encourage export, to abolmty beds in

hospitals, to ensure that secondary education ggoised on the
comprehensive principle, to hold a referendum amadrs— it will

17p. de Haan, et. AlBestuursrecht in de Sociale Rechtsstatel 1, Kluwer-Deventer, 1986, hal
280, dalam Ridwan HRbid, hal 92.

8 E. M. H. Hirsch Ballin,Rechtsstaat & BelejdW. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, hal 74,
dalam Ridwan HRIbid, hal 92.

¥ Ridwan HR ibid, hal 92.

Y Ridwan HR ibid, hal 93.
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have to ask itself wheter it needs statutory autirdo do it. It

can do many things without having to rely on such authority. It

can enter into contracts, it can conduct foreigfaeé and sign
treaties, ... It can, like any other employer, dirdo¢ work of
employees. It can send troops to Suez and bring teek. It can
create new institutions by the grant of a charterby purely
administrative actionAll these it can do without having to get

the prior consent of parliament whether by Act or otherwise

(cetak bold, pen)!

(ika pemerintah telah memutuskan untuk melakukadakan
tertentu — memberikan bantuan dan pinjaman padasgleaan,
mendorong ekspor, membebaskan biaya rumah sakijamm
pendidikan lanjutan yang diatur berdasarkan pripsipsip
umum, melaksanakan pemilihan umum dan sebagaigyakan
menanyakan pada dirinya apakah ia akan memerlukan
kewenangan menurut undang-undang untuk melaksamgkan
Pemerintah dapat membuat kontrak, melaksanakaramurusr
negeri dan menandatangani perjanjian, ... Pemeridtgbat,
seperti halnya pengusaha lainnya, mengarahkan jpakepara
pegawai. Pemerintah dapat mengirim pasukan ke Slagz
mengembalikan mereka. Pemerintah dapat membuatusgist
baru dengan jaminan anggaran dasar atau melaldakiam
administrasi belaka. Pemerintah dapat melakukanuaertu
tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin pamheapakah
melalui undang-undang ataupun lainriga)

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan desiokian
gagasan negara hukurne( democratish ideal en het rechtsstaat idgaal
Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk gndatang dan
berbagai keputusan mendapatkan persetujuan daril wakyat dan
sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan raB@tgan kata lain,
sebagaimana disebutkan Rousseau,

“VYormde de wet de belichaming van de retioneleegalgne wil
(la raison humaine manifestee par la volonte gefeta

(undang-undang merupakan personifikasi dari akahatse
manusia, aspirasi masyarakat), yang pengejawantghdmrus
tampak dalam prosedur pembentukan undang-undang yan

1 Foulkes,Introduction to Administrative LavButterworts, London, 1976, hal 13, dal&itwan
HR, ibid, hal 93.
2 Ridwan HR ibid, hal 93-94.
% H.D. Stoutop. cit.,hal 25, dalam Ridwan HRbid, hal 94.
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melibatkan atau memperoleh persetujuan rakyat melal
wakilnya di parlemer?

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggateanu
kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan padagiundang dan
memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyatas Alegalitas
menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahanjdarnan perlindungan
dari hak-hak rakyat. Menurut Sjachran Basah, asgalitas berarti upaya
mewujudkan duet integral secara harmonis antaraarpakedaulatan
hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkanignngnodualistis
selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstftat

Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akanunjang
berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakik@samaan
perlakuan terjadi karena setiap orang yang beradmdsituasi seperti
yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang uhak dan
berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang dikamtudalam undang-
undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akgdlit&arena suatu
peraturan dapat membuat semua tindakan yang alekoilkin pemerintah
itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahudengan melihat
kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka gsatanya dapat dilihat
atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparagrintahan yang
bersangkutan. Dengan demikian, warga masyarakatt dapnyesuaikan

dengan keadaan terseBbDi samping itu, menurut H.D. Stout,

?* Ridwan HR ibid, hal 94.

% Sjachran BasatEksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan AdmiaisirAlumni, Bandung,
1985, hal 2, dalam Ridwan HRbid, hal 94.

%% Indroharto,Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tiaha NegaraPustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 83-84, dalam &id4R ibid, hal 94-95.
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“Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositienvde burger
jegens de overhead te waarborgéh”

(asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jamina
kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah).

Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan huklka ji
memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-ugdang merupakan
perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara nmu#emokratis,
tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasralyat yang secara
formal tertuang dalam undang-und&fig.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pads a
legalitas, yang berarti didasarkan undang-undangufn tertulis), dalam
praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masysdrgiang memiliki
tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukuertulis senantiasa
mengandung kelemahan-kelemafanMenurut Bagir Manan, hukum
tertulis memiliki berbagai cacat bawaan dan cacattdn. Lebih lanjut
disebutkan;

“Sebagai ketentuan tertulisviitten rule atau hukum tertulis
(written law), peraturan perundang-undangan mempunyai
jangkauan yang terbatas-sekadarofnent opnametari unsur-
unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankamg paling
berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu nseah aus
(out of datg bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat
yang semakin menyepat atau dipercephtiige. Pembentukan
peraturan perundang-undangan khusunya undang-urciveg
dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung,nglaa
perubahan masyarakat bertambah seperti deret Kiglambanan
pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang aiemip
cacat bawaan ini dapat pula makin diperburuk olerbdmgai
bentuk cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau
dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang

2" H.D. Stoutop. cit.,hal 24, dalam Ridwan HRbid, hal 95.
28 Ridwan HR ibid, hal 95.
29 Ridwan HR ibid, hal 95.
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mengganggu peraturan perundang-undangan sebgaiahsebu
sistem”%°

Pada tulisan lain, Bagir Manan menyebutkan adaegalkan yang
dihadapi oleh hukum tertulis, yaitu pertama, huksebagai bagian dari
kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehigapgrsangat luas
dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruhny&lrdgkan dalam
peraturan perundang-undangan; kedua, peraturanngaerg-undangan
sebagai hukum tertulis sifatnya statis (pada umaprtidak dapat dengan
cepat mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan pxubahan
masyarakat yang harus diembanfy#danya kelemahan dalam hukum
tertulis ini berarti pula adanya kelemahan dalamepgpan asas legalitas,
karena itu penyelenggaraan kenegaraan dan penmanntdalam suatu
negara hukum diperlukan persyaratan lain agar kehid kenegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan berjalan deng&ndba bertumpu
pada keadilan. Prajudi Atmosudirdjo menyebutkanebmta persyaratan

yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemesimtgaitu:

a) Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasgaag telah
diterapkan;

b) Legimitas, artinya kegiatan administrasi negarggansampai
menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diteroten

masyarakat setempat atau lingkungan yang bersamgkut

% Bagir MananPeranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentiiemturan Perundang-
undangan,Makalah pada Penataran Nasional Hukum AdministNesgara, Fakultas Hukum
Unhas, Ujung Pandang, 1987, hal 1-2, dalam RidwRn ibid, hal 96.

31 Bagir Manan,Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembindakum Nasional,
Armico, Bandung, 1987, hal 16, dalam Ridwan HRd,ibal 96.
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c) Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwauyagan
para pejabat administrasi negara tidak boleh mgkanigukum
dalam arti luas;

d) Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa a@mbu
atau keputusan administrasi negara yang tidak kileakukan
tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arts; lumla
sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darumatika
kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kedran
tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digud
pengadilan;

e) Moralitas adalah salah satu syarat yang palingrigigan
oleh masyarakat; moral dan etik umum maupun kedmas
wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonolkagi kasar,
kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak gmntan
sebagainya wajib dihindarkan;

f) Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin; kehenmataiaya
dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tinggin

g) Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajlpakai
untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu fresta
yang sebaik-baiknyZ.

Asas legalitas menurut Jimly Asshiddigie, dalamapetNegara
hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitasnd@legala bentuknya

(due process of law yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus

%2 Prajudi AtmosudirdjoHukum Administrasi Negar&halia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 78-90,
dalam Ridwan HR, ibid, hal 96-97.
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didasarkan atas peraturan perundang-undangan yamgdan tertulis.
Peraturan perundang-undangan tertulis tersebutshada dan berlaku
lebih dulu atau mendahului tidakan atau perbuatémirgstrasi yang
dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atmlakan administrasi
harus didasarkan atas aturan atales and proceduregregely. Prinsip
normatif demikian nampaknya seperti sangat kakuddgat menyebabkan
birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamiang gerak bagi
para pejabat administrasi negara dalam menjalarihgasnya, maka
sebagai pengimbang, diakui pula adanya pririgges ermesseryang
memungkinkan para pejabat administrasi negara mepgegkan dan
menetapkan sendibeleid-regelsataupolicy rulesyang berlaku internal
secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalanigas jabatan yang
dibebankan oleh peraturan yang $ah.
2. Wewenang Pemerintah

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerinthhams
mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang dilzeriloleh undang-
undang. Dengan demikian, substansi asas legaldatalta wewenang,
yakni “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rebhahdeli-
ngen”? yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakakum
tertentu. Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatdahwa:

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijkeanigatierecht,

wat kan worden omschreven als het geheel van redals
betrekking heft op de verkrijging en uitoefening nva

3 Jimly Asshiddigie Konstitusi dan Konstitusionalismepnstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 155-
156.

% p. Nicolai, et. alBestuursrechtAmsterdam, 1994, hal 4, dalam Ridwan HBp. cit.,hal 97-
98.
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bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekreljft
rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechier°

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan gaseba
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengalelpan dan
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hypkaloirk

di dalam hubungan hukum pubfiR)

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendagzborden,
mengatakan bahawa wewenang adalah,

“het geheel van rechten en plichten dat hetzij eixgt door de
wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjectenégekend:®’

(keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksgiiserikan
oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukurikpgfbl

Menurut F.P.C.L. Tonnaer,

“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgestt het
vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus
rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling eretusserhead

en te sceppen®

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggapagse

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dargaten
begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara petak

dengan warga negar®).

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kaj#ukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begientipgnya
kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroiak d.G. Steenbeek
menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tagafedan Hukum

Administrasi Negard;Het begrip bevoegdheid is da nook een kernbegrip

% H.D. Stoutop. cit.,hal 102, dalam Ridwan Hmbid, hal 98.
*® Ridwan HRIbid, hal 98.
3" H.D. Stoutop. cit.,hal 103, dalam Ridwan HRbid, hal 98.
%8 Ridwan HR,Ibid, hal 98.
% F. P. C. L. Tonnaerl.egaal Besturen; het Legaliteitsbeginsel, Toetsstek Struikelblok?,
Tulisan dalamBestuur en NormBundel Opstellen Opgedragen aan R. Crince Le Raywé&r-
Deventer, 1986, hal 265, dalam Ridwan Hifdl, hal 98.
“° Ridwan HR Ibid, hal 98.
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in het staats-en administratief rectt Kewenangan yang di dalamnya
terkandung hak dan kewajiban, menurut P.Nicolaieddsebagai berikut.

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde
rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgegelicht zijn
en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgstaan of
teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegevrijheid
om een bepaalde feitelijke handeling te verrictaén ate laten,
of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verncligan een
handeling door een ander. Een plicht impliceert gerplichting
om een bepaalde handeling te verrichten of n atnl¥

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertéyditu
tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbubdabat
hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapikyzata
hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atdakt
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lantuk
melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajibarmumaée
keharusan untuk melakukan atau tidak melakukanalkizal
tertentu)®

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukdek sama
dengan kekuasaaméch). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk
berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, weweneakagligus berarti hak
dan kewajiban reéchten en plichten Dalam kaitan dengan otonomi
daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan urgngatur sendiri
(zelfregelein dan mengelola sendirz€lfbesture)) sedangkan kewajiban
secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyglagan pemerintahan
sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaamkumenjalankan

pemerintahan negara secara keselurdfan.

“l F.A.M. Stroink dan J.G. SteenbedR]eiding in het Staats-en Administratief RecBgmson
H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, 24, dalam Ridwan HRbid, hal 99.

“2p. Nicolai, et. alBestuursrechtAmsterdam, 1994, hal 4, dalam Ridwan HRid hal 99.
**Ridwan HR Ibid hal 99.

4 Bagir Manan,Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rar@i@nomi Daerah,
Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UnBaddung, 2000, hal 1-2, dalam Ridwan
HR, Ibid hal 99-100.
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Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legabtaagai
sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewepangerintahan
(bestuursbevoeghgiditu berasal dari peraturan perundang-undangan.
R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini.

“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid geaen.

Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetggv een

bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestugesan, maar

ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspesteu
inspecteur voor het milieu enz.) of aan speciallegas

(bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of ze#an

privaatrechtelijke rechtpersoneri®.

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahweenailiki

sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanyarikin
oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapabeni&anm
wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organrjatan,
tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya ingpekijak,
inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhabdapan
khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilarsiéb untuk
perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badamhpitivatf®

3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu #sgalitas
(legaliteitsbeginsehtauhet beginsel van wetmatigheid van bestunoraka
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang epenahan berasal
dari peraturan perundang-undangan, artinya sumb&wewang bagi
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.enégan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan térsemara teoritik,
diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegdan mandat. Indroharto
mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberiaven@ng pemerintah

yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturanngang-undangan.

% R. J. H. M. HuismanAlgemeen Bestuursrecheéen Inleiding, Kobra, Amsterdam, tt, hal 7,
dalam Ridwan HR Ibid hal 100.
“* Ridwan HR Ibid hal 100.
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Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenangubd.ebih lanjut
disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk Ineeikan atribusi
wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

a) Yang berkedudukan sebagumiginal legislator, di negara kita di
tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk kosstidan
DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melatstan
undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD da
Pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan daerah.

b) Yang bertindak sebagalelegated legislatorseperti Presiden
yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang
mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptaka
wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan diatada
Tata Usaha Negara terterftu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewegang telah
ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negaratgfahgmemperoleh
wewenang pemerintahan secara atributif kepada BattanJabatan Tata
Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi seldahdiui oleh adanya
suatu atribusi wewenang.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.Bn Wijk/
Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

a) Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheir &en
wetgever aan een bestuursorgaan,

(atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahah ol
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

" Indroharto,op. cit.,hal 91, dalam Ridwan HRbid, hal 101.
“®|bid, hal 101.
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b) Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het en
bestuursorgaan aan een ander,
(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintalaan d
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintatmny4).

c) Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheithars
hem uitoefenen door een ander,
(mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengaink
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas ngapah

Berbeda dengan van Wik, F.A.M. Stroink dan J.Gee8beek
menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ peamamnimemperoleh

wewenang, yaitu atribusi dan delegasi,

“Er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan
bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en deie§
Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahigij
attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe
bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdnagan een
reeds bestaande bevoegdheid (door het organ dat die
bevoegdheid geattributueerd heft gekregen, aan aeder
organ; aan delegatie gaat dus altijd logischewijraf)”>°

(Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang, baru
sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang y
telah ada {oleh organ yang telah memperoleh wewgsaonara
atributif kepada organ lain; jadi delegasi secargisl selalu
didahului oleh atribusi})®®*

Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut.

“Bij mandaat is noch sprake van een bevoegdheidétsto@ng,

noch van een bevoegdheisoverdracht. In geval vandeast

verandert era an een bestaande bevoegdheid (altinaiosmeel

juridisch zin) niets. Er is dan uitsluitend sprakan een interne
verhouding, bij voorbeeld minister-ambtenaar, wadaij de

minister de ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemieam
bepaalde beslissingen te nemen, tewijl juridishrri@aten toe-
de minister het bevoegde en verantwoordelijke orglsh De

ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisctf’

(Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewerizaigm
hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apdgaiitak-

“9H.D. van Wijk/Willem Konijnenbeltpp. cit.,hal 129, dalam Ridwan HRp. cit, hal 102.
0 F A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. cit.,hal 26, dalam Ridwan HRbid, hal 102.

°! Ridwan HRIbid, hal 102.

2 F A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek., cit.,hal 26, dalam Ridwan HRbid, hal 102-103.
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tidaknya dalam arti yuridis formal}. Yang ada halaya
hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengayawwai,
Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada
pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atasanam
Menteri, sementara secara yuridis wewenang dangtsug
jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai
memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).

Pengertian atribusi dan delegasi berdasafdgemene Bepalingen
van Administratief Rectit adalah sebagai berikutVan attributie van
bevoegdheid kan worden gesproken wanner de webdieriele zin) een
bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toeketiribusi
wewenang dikemukakan bilamana undang-undang{dalgmnsateriil}
menyerahkan wewenang tertentu kepada organ terteBalam hal
delegasi disebutkart,..Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid
door het bestuursorgaan waaraan deze is gegevengaa ander organ,
dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevokbdakuitoefenen™
(...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemermmapang telah
diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akarnaks@nakan
wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewgmgmn sendiri). Di
dalamAlgemene Wet Bestuursrecht (Awb), mantiatarti,“Het door een
bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bdleetjin zijn naam
besluiten te nemen® yaitu (pemberian wewenang oleh organ
pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengamdputkisan atas

namanya), sedangkan delegasi diartikan sebéaget, overdragen door

>3 Ridwan HRlbid, hal 103.

** Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rappan De Commissie Inzake Algemene
Bepalingen van Administratief Recht, Samson H. [2emk Willink B. V., Alphen aan den Rijn,
1984, hal 12, dalam Ridwan HRjd, hal 103.

*°|bid, hal 27, dalam Ridwan HRbid, hal 103.

% Afdeling | a.1.1Algemene Wet Bestuursrecht992, dalam Ridwan HRbid, hal 104.
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een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot heenaran besluiten aan
een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheitbefent®’
(Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada lain untuk
mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendirijnya dalam
penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pembexwenang telah lepas
dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan piketiga, jika dalam
penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pid fain.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan metbdlggasi

ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

a) Delegasi harus definitif dan pemberi delegaklégan} tidak
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang Yyang telah
dilimpahkan itu;

b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturamdgaarg-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalda
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-ugatgn

c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubung
hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanyagasi;

d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), yartin
delegans berhak untuk meminta penjelasan tentdagsamaan
wewenang tersebut;

e) Peraturan kebijakanbéleidsreggl artinya delegansmemberi-

kan instruksi/ petujuk tentang penggunaan wewerensgbut?®

*"|bid, dalam Ridwan HRlpid, hal 104.

8 Philipus M. Hadjon,Tentang Wewenangylakalah pada Penataran Hukum Administrasi,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,819%al 9-10, dalam Ridwan HRyid, hal
104-105.
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Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetasuinber
dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahgrenting karena
berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalangguoesan
wewenang tersebut, seiring dengan salah satu ppridalam negara
hukum; “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkhaiduthere is no
authority without responsibility” (tidak ada kewenangan tanpa
pertanggungjawaban). Setiap pemberian kewenangabagbepemerintah
tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban @ejabat yang
bersangkutan®

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampakabalewenang
yang diperoleh secara atribusi itu bersifat astigyberasal dari peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain, organ petaleaim memperoleh
kewenangan secara langsung dari redaksi pasahtterttalam suatu
peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribesienona wewenang
dapat menciptakan wewenang baru atau memperluasveey yang
sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstpetaksanaan
wewenang Yyang diatribusikan sepenuhnya berada pael@erima
wewenang dtributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang,
yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabal gatu kepada
pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak legrada pada pemberi
delegasi delegan} tetapi beralih pada penerima mandatafdatari3
hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi madandany,

tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mamdatatap berada

% Ridwan HR |bid, hal 105.
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padamandans Hal ini karena pada dasarnya, penerima manddituikén
pihak lain dari pemberi mand®t.Untuk memperjelas perbedaan antara

delegasi dan mandat dapat dilihat pada tabel dabami:

Tabel 1.1.
Perbedaan Delegasi dan Mandat

Perbedaan Delegas dan Mandat

No. Delegas No. Manda

1. | Overdracht var 1. | Opdracht tot uitvoering
bevoegdheid{pelimpahan (perintah untuk
wewenang); melaksanakan)

2. | Bevoegdheid kan door h 2. | Bevoegdheid kan do
oorspronkelijk bevoegde mandaatgever nog
organ niet incidenteel incidenteel uitgeofend
uitgoefend worden; worden;(kewenangan dapat
(kewenangan tidak dapat sewaktu-waktu dilaksanakan
dijalankan secara insidenta oleh mandans);

oleh organ yang memiliki
wewenang asli)

3. | Overgang var 3. | Behooud vai
verantwoordelijkheid,; verantwoordelijkheid(tidak
(terjadi peralihan tanggung terjadi peralihan tanggung
jawab) jawab)

4. | Wettelijke basis vereis 4. | Geen wettelijke bas
(harus berdasarkan UU); vereisty;(tidak harus

berdasarkan UU)

5. | Moet schriftelijke;(harus 5. | Kan schriftelijk, mag oo
ditulis); mondeling;(dapat tertulis,
dapat pula secara lisan);

Sumber:R. J. H. M. Huisman, Algemeen Bestuursrecht, hdhl&8m
Ridwan HR, Ibid, hal 106

%0 |pid, hal 105-106.
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Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dardat berikut inf*

Tabel 1.2.

Perbedaan Delegasi dan Mandat M enurut Philipus M. Hadjon

Mandat

Delegasi

a. Prosedur
Pelimpahan

Dalam hubungan rutin
atasan-bawahan: hal
biasa kecuali dilarang
secara tegas

Dari suatu organ
pemerintahan kepada
organ lain: dengan
peraturan perundang-
undangan

b. Tanggung jawab da
tanggung gugat

nTetap pada pemberi
mandat

Tanggung jawab dan
tanggung gugat berali
kepada delegataris

=)

c. Kemungkinan si
pemberi
menggunakan
wewenang itu lagi

Setiap saat dapat
menggunakan sendiri
wewenang yang
dilimpahkan itu.

Tidak dapat
menggunakan
wewenang itu lagi
kecuali setelah ada
pencabutan dengan
berpegang pada asas
“contrarius actus”.

SumberR.J.H.M. Huisman, Algemeen Bestuurecht, him. 8

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenawafaénang

pemerintahan yakni

terikat, fakultatif,

dan bebdsrutama dalam

kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan pemnerképautusan-

keputusanlgeschikkingenoleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada

keputusan yang bersifat terikat dan béeasndroharto mengatakan

bahwa; pertama, wewenang pemerintahan yang betsifidat, yakni

terjadi apabila peraturan dasarnya sedikit banyakemtukan tentang isi

dari keputusan yang harus diambil, dengan kata, leradi apabila

peraturan dasar yang menentukan isi dari keputyaag harus diambil

62 Ridwan HR lbid, hal 106.
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Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal 8, daRadwan HR,lbid, hal 106.



secara terinci, maka wewenang pemerintahan semécamerupakan
wewenang yang terikat; kedua, wewenang fakultatifiadi dalam hal
badan atau pejabat tata usaha negara yang bertamgkdak wajib
menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masdéd m@bthan,
sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalaahtbal atau keadaan-
keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam upmratdasarnya;
ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peaatulasarnya memberi
kebebasan kepada badan atau pejabat tata usalia naggk membentuk
sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dd&hnnya atau
peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebkapada pejabat
tata usaha negara yang bersangkftaRhilipus M. Hadjon, dengan
mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi revgan bebas
dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaaleidsvrijheid dan
kebebasan penilaiabh€oordelingsvrijheill Ada kebebasan kebijaksanaan
(wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peratyrerundang-undangan
memberikan wewenang tertentu kepada organ pemeaimtasedangkan
organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakanngskipun syarat-
syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. uAd&gbebasan
penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidakungguhnya) ada,
sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ petaiesn untuk
menilai secara mandiri dan eksklusif apakah sysyatat bagi
pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipdderdasarkan

pengertian ini, Philipus M. Hadjon menyimpulkan @aga dua jenis

%3 Disarikan Indrohartogp. cit.,hal 99-101, dalam Ridwan Hid, hal 106.
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kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yaittanger kewenangan
untuk memutus secara mandiri; kedua, kewenanganpnetasi terhadap
norma-norma tersamavgge norm.®*

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangaashetamun
dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak tdrlapebasan dalam
arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa, lsataeb dalam suatu
negara hukum;

“Zowel de bevoegdheidstoekenning, als de en de ognvan de
bevoegdheid als de bevoegdheidsuitoefening zijnwaathsche
grenzen onderworpen. Inzake bevoegdheidstoekeramnnget

tegendeel daarvan, bestaan juridisch geshreven en
ongeschreven regel%”

(Baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenaraypun
pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batagis.yur
Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, tErdap
aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis).

Di samping itu, dalam negara hukum juga dianutsgpirbahwa
setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harestadiglengan
pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari bagaimaeaemang itu
diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta ilnaga memper-
tanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti dawewenang
merupakan faktor penting dalam hubungannya dengaasalah
pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenaaly pelmerintah dapat
melakukan berbagai tindakan hukum di bidang pulbkbliekrechts-

handeling.®®

® Philipus M. Hadjon,Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en Rechtmatigheid Bestuur),
Makalah tidak dipublikasikan, hal 4-5, lihat jugalHvan Wijk/Willem Konijnenbeltpp. cit.,hal
170-101, dalam Ridwan HRp. cit, hal 108.

% E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeekp. cit.,hal 29, dalam Ridwan HRbid, hal 108-109.

®® Ridwan HRIbid, hal 109.
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B. Kajian Umum Badan Pengawas Pasar M odal

1. Badan Pengawas Pasar Modal

Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsagaeb
pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi baglakspna bursa
(1976-1990). Oleh karena itu dulu disebut dengampeBam (Badan
Pengawas Pasar Uang dan Modal). Sebagai Badars&etaRasar Modal
(1976) tugas Bapepam menurut Keppres No. 52/191értg Pasar Modal
yang disempurnakan dengan Keppres No. 58 Tahund®&d4h:

a) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusalean
akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modakahp
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitatsdalam
keuangan dan manajemen.

b) Menyelenggarakan pasar modal yang efektif danegfisi

c) Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-
perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar.ffoda

Dengan demikian, selain bertindak sebagai penygheagatau
pelaksana, Bapepam sekaligus merupakan pembina paagawas.
Bapepam adalah penyelenggara sekaligus pengawadiside fungsi
Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan kelasKeppres No.
53/ 1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Sehingga dgahlini dapat
memfokuskan diri pada tugas pengawasan dan penmbjpasar modal.
Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepadsa péobankan, yaitu

Bank Indonesia (BIf®

"M Irsan Nasarudin dan Indra Surgg,. cit,hal 115.
®8 bid, hal 115.
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Mengingat pasar modal merupakan salah satu suneipebipyaan
dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi geEredal, serta
memiliki peranan strategis untuk menunjang pembaagunasional,
kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasarpagar modal dapat
berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta ndefigi kepentingan
pemodal dan masyarakat (Undang-undang No. 8 Ta®@h tentang Pasar
Modal Pasal 4). Untuk itu, Bapepam diberi kewemanlyiar bias® dan
kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawamsipspihak yang
melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasarbtgrdapat dilakukan
dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifateqie dalam
bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan masgcara represif
dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengesasesi’’

Kewenangan tersebut diatur pada UU No. 8 Tahun 188tang
Pasar Modal. Kewenangan Bapepam diatur dalam @@&sdl, dan 5
Undang-undang ini. Bapepam mempunyai 3 (tiga) fungama, yaitu
melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasangsiHungsi

tersebut diberikan kepada Bapepam untuk memfasitéacapainya tujuan

% Kewenangan Bapepam dikatakan luar biasa, karer@mutiekewenangan untuk membuat
peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikanjatudkan sanksi administratif dan denda.
Secara garis besar fungsi-fungsi yang dimiliki Bapa adalah fungsi pembuatan peraturate{
making, pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan hulam enforcement Fungsirule-
making bersifat quasi-legislatif, karena Bapepam bukanlah badan yang dibentuk negdué
membuat peraturan perundang-undangan, tetapi kilmekewenangan oleh undang-undang untuk
membuat peraturan khusus di bidang pasar modalargrdndang Pasar Modal memberikan
kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan peneghldbnom dengan memberikan
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikampai menjatuhkan denda dan sanksi
atas setiap pelanggaran dan kejahatan di bidaray pasdal. Untuk kejahatan di bidang Pasar
Modal, fungsi penuntutan ada pada lembaga kejaksblmdang-undang Pasar Modal juga
memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakihdakan hukum represif dengan
melakukan tindakan pemeriksaan, penyelidikan, pesme sanksi (administrasi dan denda).
Fungsi ini disebut dengan fungsi kekuasgaasi-judicial. (M Irsan Nasarudin dan Indra Surya,
Ibid, hal 115).

Ibid, hal 115-116.
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yang dirancang undang-undang, yaitu menciptakararpasdal yang
teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan mpauingan kepada
pemodal dan masyarakat.

Pada Pasal 5 huruf g, h, dan i Undang-undang N@hgin 1995,
dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaktamd ®asal 3 dan
Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepanebang untuk:

g) melakukan pemeriksaan terhadap:

1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telab ata
diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftarandeepa
Bapepam; atau

2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, ianang
perseorangan, persetujuarmatau pendaftaran profesi
berdasarkan Undang-undang ini;

h) menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaateréu

dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaima

dimaksud dalam huruf g;

i) mengumumkan hasil pemeriksaan:

Pada perkembangan selanjutnya, untuk mewujudkak@eomian
nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutarstadil, diperlukan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang teiggdea secara teratur,
adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewaiusistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dampuamelindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat maka dibentdang-undang

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51&htang Pasar Modal, Tambahan
I7_2embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
Ibid.
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Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuafigaada Pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentatuyitas Jasa
Keuangan, Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJKoritas Jasa
Keuangan yang selanjutnya disebut OJK pada Paagh®(2) Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jaser{g@n, adalah
lembaga yang independen dalam melaksanakan tugawel@enangnya,
bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali di&ur dalam undang-
undang ini’*

Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentdogt&3
Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturampeteawasan
terhadap:

a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransiarga Bansiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangary&Ainn

Dalam ketentuan peralihan undang-undang OJK paskl B& ayat
(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang ftasriJasa
Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012, futugsis, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangektdr Pasar Modal
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan PengawasrPdodal dan
Lembaga Keuangan ke OJK. Pasal Pasal 66 ayat (lf buUndang-

undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasmrmn, Sejak

3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun d@&htang Otoritas Jasa Keuangan,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2©8.5
" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otojitss Keuangan, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
75 ki
Ibid.
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Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan besalifungsi, tugas,
dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:

b) Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas,
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jaaagen
di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensaimbaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lalfinya.

Pada Pasal 70 disebutkan, Pada saat Undang-Undamguiai

berlaku (pada point 4):

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar IModa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No64o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonso8)3
dan peraturan pelaksanaannya;
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak berteataman belum

diganti berdasarkan Undang-Undang'thi.

78 Ibid.
7 | bid.
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Gambar 1.1.

Struktur Pasar Modal di Indonesia

OTORITAS JASA KEUANGAN

Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(Bursa Efek Indonesia - BEI) (Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI) (Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI)
Perusahaan Efak Lembaga Penunjang Profesi Penunjang PEMODAL

+ Penjamin Emis| + Bira Administrasi Efak 4 Aluntan,
+ Perantara Pedagang Efek + Bank Kustodian + Notaris

+EMITEN

+ PERUSAHAAN
PUBLIK

+ REKSADANA

+Manajer Investas| + Wall Amanat + Penila,
+Pemeringkat Efek + Konsultan Hukum

SumberBursa Efek Indonesjdentang BEI (Struktur Pasar Modal Indonesia),
http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/stiutpasarmodalindonesia.aspx

2. Kewenangan Bapepam Terhadap Pelanggaran di Bidang Pasar M odal

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undamdgadadg
pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan mtedk-pihak yang
terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang rpasadal merupakan
pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. figa pola pelanggaran
yang lazim terjadi yaitu:

a) Pelanggaran yang dilakukan secara individual.

b) Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok.

c) Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarka

perintah atau pengaruh pihak 1afh.

"8 Bursa Efek Indonesidentang BEI (Struktur Pasar Modal Indonesiaitp://www.idx.co.id/id-
id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonespa.éonline), diakses pada 14 juni 2013.
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Pelaku yang terlibat dalam pelanggaran di bidargapanodal
adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tingghak-pihak yang
berpotensi melakukan pelanggaran adalah emitenpataisahaan publik
dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategisadlam perusahaan
seperti direksi, komisaris, dan pemegang sahamaut&ihak lain yang
berpotensi melakukan pelanggaran adalah para moé&sdi bidang
pasar modal, seperti penasihat investasi, manajesiasi, akuntan,
konsultan hukum, penilai, dan notafis.

Sedangkan dari sisi akibat yang ditimbulkan darisusa
pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbuldek yang
bersifat berantai atau melufsKerugian tidak hanya terbatas dialami
oleh investor atau pialang yang terlibat langsualam suatu transaksi,
melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusalyaag efeknya
diperdagangkan. Jika pelanggaran tersebut teryediteianpa adanya
penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pestl bisa
mendapatkan penilaian negatif. Akibatnya investtak mau masuk dan
yang sudah di dalam akan keluar. Tidak sampaiudiBiapepam sebagai
lembaga pengawas dianggap kurang kredbel.

Pelanggaran di bidang pasar modal dapat dibagiakenddua
kelompok dilihat dari sifat administratif. Mulai daPasal 25 sampai

Pasal 89 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentangr Pdsdal

" Freddy SaragihPelanggaran di Bidang Pasar ModaMakalah disampaikan pada acara
Lokakarya Pasar Modal, Jakarta, 1998, hal 1, ddflairsan Nasarudin dan Indra Suryp,. cit
,-hal 272-273.

8'M Irsan Nasarudin dan Indra Suryhid, hal 273.

81 Freddy Saragitgp,. cit,.hal 2, M Irsan Nasarudin dan Indra Suiyég, hal 273.

82 | pid.
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berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporam a@kumen
tertentu kepada bapepam dan atau masyarakat. MdPeraturan X.K.1
laporan yang dimaksud adalah laporan berkala af@ardn yang bersifat
insidentil yang berisikan informasi atau fakta mialeyang penting dan
relevan mengenai peristiwa atau kejadian yang dapamnpengaruhi
harga saham di bursa efek dan atau keputusan pemattan pemodal,
atau pihak lain yang berkepentingan atas informatasi fakta tersebdt.
Pelanggaran jenis kedua adalah pelanggaran yangjfaber
teknis, yaitu menyangkut perizinan, persetujuam g@&ndaftaran di
Bapepam. Namun, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 w&gmb
pelanggaran yang bersifat teknis ini ke dalam deaisj yaitu
pelanggaran dan kejahatn.
Ada tiga macam sanksi yang diterapkan oleh Undanuigig
No. 8 Tahun 1995, yaittr:
1) Sanksi Administratif
Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakdeh o
Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggaturan
perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihalky ydapat
dijatuhkan sanksi adalah:
a) Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam.
b) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam.

c) Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

8 M Irsan Nasarudin dan Indra Suryiid, hal 273-274.
® bid, hal 274.
% |bid, hal 274-276.
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Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkarehol
Bapepam kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah:

a) Peringatan tertulis;

b) Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu);

c) Pembatasan kegiatan usaha;

d) Pembekuan kegiatan usaha;

e) Pencabutan izin usaha;

f) Pembatalan persetujuan; dan

g) Pembatalan pendaftaran.

Untuk sanksi denda Undang-undang No. 8 Tahun 198&IP
102 ayat (3) menyatakan bahwa sanksi administchsifur oleh
peraturan pemerintah, yaitu PP No. 45 Tahun 1985aBiya sanksi
denda bervariasi yaitu:

a) Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) et h
dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

b) Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari
dengan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) untuk orang perseorangan.

c) Denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) untuk orang perseorangan.
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2) Sanksi Perdata
Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undadgng
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dieraitan atau
perusahaan publik harus tunduk pula. Undang-undiemgtO Tahun
2007 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyediaantuan
yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukgatayu
secara perdata kepada setiap pengelola atau k@snpamusahaan
yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugada
perusahaan.
a) Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUH
Perdata Pasal 1365).

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111
menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-seaidiu
bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan gagii
kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggara
peraturan perundang-undangan di bidang pasar mbBdahl
ini bersemangat sama dengan KUH Perdata Pasal 1365
mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111 ini ditkara
setiap pihak yang mengelola perseroan dan yangkoiela
kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasegara
profesional dan bertanggung jawab, sehingga kd&laditn

tidak diabaikan.
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b) Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestassaddu
perjanjian.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan
adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjaypay
pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisampona
tulisan). Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah:

I. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya;
ii. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan;
iii. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
Iv. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan®®
c) Gugatan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007
Pasal 97 ayat (3) untuk direksi, Setiap anggotaeksir
bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugia
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau |
menjalankan tugasnya dan Pasal 114 Undang-undangNo
Tahun 2007 untuk komisaris perseroan terbuka, [atiggota
Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara grib&as
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan akrsdéhu

lalai menjalankan tugasnya.

8 Subekti, Hukum Perjanjian, Internusalakarta, 1987, hal 45, dalam M Irsan Nasarudin dan
Indra Suryalbid, hal 276.
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Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat saja
dilakukan oleh pengelola perseroan, yaitu direksin d
komisaris. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 merganu
sistem pertanggungjawaban pada perseroan karena ia
merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tetseb
disebabkan oleh pengurus perseroan, maka pertagiggun
jawaban tidak dapat dialihkan kepada perseroapitdteeksi
dan komisaris harus bertanggungjawab. Bapepam tabkgn
sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal ktrbu
bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan pergnda
undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksibtérse
diharapkan kontrol pemegang saham atas pengurusan
perseroan di dalam menjalankan fungsinya akanlaerja
3) Sanksi Pidana
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar M@zdal
103-110) mengancam setiap pihak yang terbukti né&kk tindak
pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pigemara
bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

3. Kewenangan Bapepam Untuk Melakukan Penegakan Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-undan§ Wahun
1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untalakokan
pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga miadakatau terlibat

dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar | Mtadta atau
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peraturan pelaksananyaDalam rangka pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai weweniaiudy :

a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihakgy
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggardmadap
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaaataya
Pihak lain apabila dianggap perlu;

b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlkitzdam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan ataatupen
pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan
kegiatan tertentu;

c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan
pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pilyakg
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggardmadap
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; d&au

d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yahgpa
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhatfagang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk
melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalamgka
penyelesaian kerugian yang timBal.

Dalam hal penyidikan sebagaimana diatur pada PdA¥Bb| pada

ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkeatam hal

Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undaaggimd dan atau

87 | bid.
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peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugiark&agntingan Pasar
Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal ratesyarakat,
Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidilapabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam dibeewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tingédana di bidang
Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Wpadadang Hukum
Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dafatm(2) berwenang:

a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dar
seseorang tentang adanya tindak pidana di bidasey Réodal;

b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan ataerdmgyan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang PasarIModa

c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang didugaakuddan
atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasaddl

d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan daanba
bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukaay sebagai
saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal,

e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatardalamen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang R\dedal;

f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentlg ydiduga
terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatadam,
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadagnbayang
dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindadama di

bidang Pasar Modal;

a7



g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuatajardari
Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalamtaknpidana
di bidang Pasar Modal;

h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan

i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyitdiRa

C. Kajian Transaks. Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang
Transaks Material dan Perubahan K egiatan Usaha Utama
Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Materaad Berubahan
Kegiatan Usaha Utama
1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-
02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor [IX.E.2 Tentang
Transaksi Material dan Perubahan K egiatan Usaha Utama
Pada ketentuan angka 1, Peraturan Nomor IX.E.2 efenlan,
Transaksi Material adalah setiap pembelian, peajuatau penyertaan
saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalib&ar menukar aktiva
atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebdrn tari salah satu hal
berikut:
a) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues)
perusahaan; atau

b) 20% (dua puluh perseratus) dari ekuftas.

88 i

Ibid.
8 Badan Pengawas Pasar Modal, 2001, Keputusan Hestdan Pengawas Pasar Modal Nomor
Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan NomdE.2XTentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
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Pengertian material pada Keputusan Ketua BadanaRersgPasar
Modal Nomor Kep-06/PM/2000 TentanBerubahan Peraturan Nomor
VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangada ketentuan
angka 2 huruf g penjelasan khusus, “Material” ddalstilah yang
digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang diangggar untuk
diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapep€ecuali
ditentukan secara khusus, pengertian material lada% dari jumlah
seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jaimseluruh kewajiban
untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah selurgbitas untuk akun-
akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-a&ba fugi, dan 10%
dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu pesishtau transaksi
seperti perubahan estimasi akuntafsi.

Pada peraturan Nomor VII.G.7 Tentang Pedoman Henya
Laporan Keuangan. Pada pengaturan komponen lab& rug

a) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh pbama
sebagai akibat dari peristiwva masa lalu, dan diamdspan
manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut diharmaEdaan
diperoleh perusahaan.

i. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva langédsa

aktiva tersebut:

% Badan Pengawas Pasar Modal, 2000, Keputusan Hstdan Pengawas Pasar Modal Nomor
Kep-06/PM/2000 tentandg’erubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang PedoRanyajian
Laporan Keuangan.
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a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk
dijjual atau digunakan dalam jangka waktu satu
siklus operasi normal perusahaan; atau

b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan
jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi
dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan dari
tanggal neraca; atau

c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya
tidak dibatasi.

ii. Aktiva tidak lancar

a) Piutang Hubungan Istimewa

b) Aktiva Pajak Tangguhan.

c) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

d) Investasi Jangka Panjang Lain

e) Aktiva Tetap

f) Aktiva Tak Berwujud

g) Aktiva Lain-Lain

b) Segmen usaha, digolongkan berdasarkan segmen rindast
segmen geografis.
Informasi Segmen Usaha, yang harus diungkapkarraatein
Gambaran aktivitas masing-masing segmen industrn da
komposisi masing-masing wilayah geografis yang pditkan.
Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dikpork

tersendiri, digunakan kriteria materialitas;
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Untuk setiap segmen industri dan geografis yarapdikan :
(a) Penjualan atau pendapatan operasi lainnyadakiae
antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggdoadi
perusahaan dan pendapatan dari segmen lain;
(b) Laba (rugi) usaha per segmen;
(c) Aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam
jumlah uang atau sebagai persentase
dari jumlah aktiva; dan
(d) Dasar penetapan harga antar segmen.

c) Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakaapatan
yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan,rtisepe
penjualan produk, penjualan barang dagangan utadaa,
pendapatan jasa.

d) Ekuitas merupakan hak pemilik dalam perusahaar ysstisih
antara aktiva dan kewajiban yang ada.

e) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi
keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban datask dari
suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam aneaktiva
lancar disajikan terpisah dari aktiva tidak landan kewajiban
lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar, keicuatuk industri
tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lancesajitan
menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban tkagj

menurut urutan jatuh temponya.
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Pada ketentuan angka 2 Peraturan Nomor IX.E.2 nbetien,
Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Peraan Publik wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rajmatim Pemegang
Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yietgpkin dalam
peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum PemegangnSalarus ada
acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusghagnsahamnya
akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktivauadagmen usaha yang
akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkn.

Ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimaaarddalam
ketentuan angka 2 dan 3 peraturan ini, tidak benakuk:

a) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan #ansa

dengan anak perusahaan yang dimiliki sekurang-kuzn
99%,;

b) Emiten yang menerbitkan Efek selain Efek Bersifatitas;

c) Emiten atau Perusahaan Publik yang telah mengukghkap
informasi transaksi tersebut secara lengkap dalesapBktus
dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan;

d) Emiten atau Perusahaan Publik yang menambah paagert
modal untuk mempertahankan persentase kepemilikanny

e) Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi literi
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Pematura
Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu;

92 Badan Pengawas Pasar Modal, 2001, Keputusan HBstdan Pengawas Pasar Modal Nomor
Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan NomdE.2XTentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
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f) transaksi yang merupakan kegiatan usaha utamaEdaten
atau Perusahaan Publik;

g) pelepasan atau perolehan secara langsung suatyakeka
oleh/dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagdbatki
penetapan atau putusan pengadilan yang telah memaipun
kekuatan hukum tetap; atau

h) penjualan aset Emiten Perusahaan Publik yang diakbaik
secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan
Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka rasigadi
perusahaan dan pemulihan perekonomian nasional;

Selanjutnya pada ketentuan angka 9 Peraturan NdX@.2

menyebutkan, Jika rencana Transaksi Material ataubahan kegiatan
usaha utama tidak memperoleh persetujuan dari Rapaim Pemegang
Saham, maka rencana tersebut baru dapat diajukabakel? (dua belas)
bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang $atsatouf’

Terhadap pelanggaran peraturan ini, diatur padenketn angka

11 Peraturan Nomor IX.E.2 yang menyebutkan, Denigiak mengurangi
berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar M@&#epam berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggarantdateperaturan ini,
termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinglanggaran
tersebut®

Jadi pada Peraturan Nomor IX.E.2 yang diputuskémnirnia2001

oleh Bapepam, dapat ditarik suatu kesimpulan, aepansip terhadap

% |bid.
% Ibid.
% | bid.
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transaksi material yang dilakukan harus mendapeatepguan terlebih

dahulu oleh RUPS dengan presentase transaksi alatg@ng telah

ditentukan. Terdapat ketentuan pengecualian teph&@@saksi material
yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan pubdithadap pelanggaran
Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap getlapggaran

ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yaremyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.

2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Peraturan Nomor I X.E.2
Tentang Transaks Material dan Perubahan K egiatan Usaha Utama

Ketentuan angka 1 huruf a yang mengatur ketentnaunupada
Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, dalam Peratuir@n yang
dimaksud dengarf

a) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan RBesmawmum
Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
b) Transaksi Material adalah setiap:

I. pembelian saham termasuk dalam rangka pengamahitalih

ii. penjualan saham;

iii. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/ataat&egisaha
tertentu;

Iv. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukas s¢gmen
usaha atau aset selain saham;

V. sewa menyewa aset;

% Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, Keputusan Keddan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentangatBemn Nomor IX.E.2 Tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha&lta
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vi. pinjam meminjam dana;
vii. menjaminkan aset; dan/atau
viii. memberikan jaminan perusahaan,
dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau ldarhekuitas
Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali ataandaluatu
rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatéentu.

Pada ketentuan angka 2 huruf a yang mengatur ksinseaterial

menyebutkan, Perusahaan yang melakukan Transaksriddadengan
nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) samgagan 50% (lima puluh
perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajinkguk memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namajib
memenuhi ketentuan pada aturan salah satu padauaateangka 2 huruf
a angka 1:

1) Mengumumkan informasi mengenai Transaksi Materggakla
masyarakat dalam paling kurang satu surat kabararhar
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan
menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada Bapep
dan LK termasuk dokumen pendukungnya paling larakhatr
hari kerja ke-2 (kedua) setelah Transaksi Matelilaksanakan;

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai teknis idandari

informasi tersebut’

Pada ketentuan angka 2 huruf b menyebutkan, Tranb&kerial

yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nilai lebgabdari 50% (lima

7 | bid.
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puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan, wajittebte dahulu
memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan prodedupersyaratan
yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Dalam agendlaRharus ada acara
khusus mengenai penjelasan tentang Transaksi Matgang akan
dilakukan?®

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran, diatur paantkan
angka 5 huruf g yang menyebutkan, Dengan tidak omangi berlakunya
ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan san&bagaimana
ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK éearg mengenakan
sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketenReraturan ini
termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelaaggarsebut’

Pada keterangan pers yang disampaikan resmi oleépBen pada
hari rabu tanggal 25 Nopember 2009, Bapepam datelak menerbitkan
Peraturan Nomor IX.E.2 lampiran Keputusan Ketuadpam dan LK
Nomor: Kep-413/BL/2009 tentang Transaksi Materian dPerubahan
Kegiatan Usaha Utama. Peraturan tersebut meruppkambahan atas
peraturan yang telah ada sebelumnya dalam rangkenbargkan
kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik datemjalankan
kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan kegamtpemegang

saham publik.

%8 | bid.
% | bid.
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Pokok-pokok perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 addfah

a) Mengubah ketentuan mengenai penentuan nilai mitsigsuatu
transaksi sehingga transaksi yang dapat dikatemjorikebagai
Transaksi Material adalah transaksi dengan nil& Z8ua puluh
perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan.

b) Mengubah ketentuan mengenai kewajiban untuk térlelahulu
memperoleh persetujuan RUPS atas rencana TranSkksrial
sehingga kewajiban untuk memperoleh persetujuan Rbidhya
diperlukan jika Transaksi Material mempunyai nilabih besar
dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Rdraan.

c) Sedangkan untuk Transaksi Material dengan nilaisaksi 20%
(dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (limehpauseratus)
dari ekuitas Perusahaan hanya diwajibkan untuk kakém
keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK.

d) Menambah ketentuan mengenai harga saham, dalanoblyak
Transaksi Material adalah saham Emiten atau PesasaPublik.

3) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan
Nomor |X.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama

Pada ketentuan angka 1 ketentuan umum PeraturaoriNnk.2
angka 1, Perusahaan adalah Emiten yang telah nkelakBenawaran

Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Pudlik.

10 Badan Pengawas Pasar Modal, 200®ress Release Bapepam (online),

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_jemés_pers pm/2009/pdf/Press_Release_|
X.E.1 _dan_IX.E.2.pdf, diakses pada 14 juni 2013.
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Pada angka 2 menyebutkan Transaksi Material adal#mp:
a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/ataat&egisaha
tertentu;
b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukarsaaa segmen
usaha;
C) sewa menyewa aset;
d) pinjam meminjam dana;
e) menjaminkan aset; dan/atau
f) memberikan jaminan perusahaan;
dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebit ekuitas
Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali ataanmdauatu
rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatgentu:*>
Pada ketentuan angka 2 huruf a menyebutkan, Paarsajang
melakukan Transaksi Material dengan nilai trans@@% (dua puluh
perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh persgratari ekuitas
Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh pgrset RUPS, namun
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material
kepada masyarakat dalam paling sedikit satu satsrkharian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan

menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Bapepam da

191 Badan Pengawas Pasar Modal, 2011, Keputusan Keddan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Hdvan Peraturan Nomor IX.E.2
L(;:ntang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatain& Utama.

Ibid.
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LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
ditandatanganinya perjanjian Transaksi Material;

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai teknis idormasi

yang harus disampaikaff

Pada ketentuan angka 2 huruf b menyebutkan, Peaisayang
melakukan Transaksi Material dengan nilai transbdtsh dari 50% (lima
puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan diwajilkkduk memperoleh
persetujuan RUP¥?

Mengenai pelanggaran terhadap peraturan ini distda ketentuan
angka 5 huruf f yang menyebutkan, Dengan tidak memgi berlakunya
ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan san&bagaimana
ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK éeang mengenakan
sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketenReraturan ini
termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelaaggersebut®

Pada siaran resmi dari Bapepam pada hari seningdabrizg
November 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan gataturan yaitu
Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketuadpam dan LK
Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturamadd IX.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatsah& Utama.
Penerbitan Peraturan tersebut di atas merupakayemgurnaan dari
peraturan yang telah ada sebelumnya dan dimaksuakak memberikan
kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalmperoleh akses

pendanaan melalui penerbitan surat utang yang tilakukan melalui

193 |pid.
104 | pid.
105 | pid.
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penawaran umum dan termasuk dalam kriteria Transkiaterial.
Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturarhatsii atas adalaf{®

a) Menambahkan satu ketentuan baru yang memberikagepealian
terhadap kewajiban keterbukaan informasi atas atandViaterial
berupa penerbitan Efek bersifat utang yang nilaiep# besar dari
50% dari ekuitas Perusahaan dimana pembeli Efaletiat belum
diketahui Pihaknya.

b) Menyempurnakan ketentuan mengenai pengecualiarkevesjiban
keterbukaan informasi maupun RUPS terkait dengaansBksi
Material berupa penerimaan pinjaman yang diperokdtara
langsung dari bank, perusahaan modal ventura, giesas
pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infragtriii dari
dalam negeri maupun luar negeri dengan menambalsicdin
ketentuan yang mengatur bahwa pemberian jaminanbsaan
dengan penerimaan pinjaman tersebut juga dikeamaliklari
kewajiban keterbukaan informasi maupun RUPS.

c) Menambahkan satu ketentuan baru yang mengatur b&miten
atau Perusahaan Publik tetap wajib memenuhi ketentoengenai
perubahan Kegiatan Usaha Utama jika perubahan téegidsaha
Utama tersebut dilakukan oleh Perusahaan Terkegdaly bukan
merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sepanjangildusi

pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut seli¥safdda puluh

1% Badan Pengawas Pasar Modal, 200®ress Release Bapepam (online),

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_jamés_pers _pm/2011/pdf/Press_Release K
ep-614-2011.pdf, diakses pada 14 juni 2013.
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perseratus) atau lebih dari pendapatan Emiten Bewsahaan
Publik berdasarkan:

i. laporan keuangan konsolidasi tahunan Perusahaaibjlaap
laporan keuangan Perusahaan  Terkendali telah
dikonsolidasikan; atau

ii. informasi keuangan konsolidasi Perusahaan yangielve
oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan
Terkendali belum dikonsolidasikan dalam laporanakean
tahunan Perusahaan.

d) Menyempurnakan ketentuan yang mengatur bahwa hasil
pelaksanaan Transaksi Material atau perubahan téegiblsaha
Utama wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK palamgbat 2
(dua) hari kerja setelah selesainya seluruh transak

Jadi menurut Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran KegauKetua
Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 Perusahaamg yaelakukan
Transaksi Material dengan nilai transaksi lebihi &% (lima puluh
perseratus) dari ekuitas Perusahaan baru diwajibkénk memperoleh
persetujuan RUPS. Sedangkan dibawah 50% (lima ppkiseratus)

hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan inémin
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D. Mekanisme Penawaran Umum
1. Emiten

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 T4995
tentang Pasar Modal merumuskan Emiten sebagaiK'piiag melakukan
penawaran umum.” Sementara itu, yang dimaksud dempgamawaran
umum itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undamgig No. 8 Tahun
1995, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakale&memiten untuk
menjual efek kepada masyarakat sesuai ketentuaangnaghdang No. 8
Tahun 1995°" Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatztana
emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umalamdrangka
menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan ps@agembangan
usaha perusahadff.

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umalamd
rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahatau
pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkatudiilakukan
dengan menjual efek kepada masyarakat luas mekasar modal. Di lain
pihak emiten mempunyai peranan Yyang sangat besdamda
mengembangkan pasar modal. Kalau diamati ada 4 afg@negiatan
yang dilakukan emiten beraktivitas di pasar mogitu:**°

1) Keterbukaan Informasi

Pengertian prinsip keterbukaan menurut Undang-umdso.

8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 25 adalah, pedoman ugang

197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@Htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

198 M Irsan Nasarudin dan Indra Surge,. cit,.hal 151.
199 bid, hal 151.
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mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Péwakéng tunduk
pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepadsyarakat
dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Materiaéngenai
usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh agrhagbutusan
pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau hargdtkitersebut.
Dengan demikian setiap emiten yang pernyataan
pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyakgra kepada
Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepgkim
(paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah kepatuatau terjadinya
suatu peristiwa, informasi, atau fakta materialjpg/anungkin dapat
mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputuseestasi
pemodal.
Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalamh&p@an,
yaitu:
a) Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan pearawa
umum primary market level
b) Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan mempe
dagangkan sahamnya di bursa efe&ccbndary market level
di mana emiten berkewajiban untuk menyampaikan raeca
terus-menerus laporan berkalecorftinuously disclosuje
kepada Bapepam.
c) Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa pentyjagg
laporannya harus disampaikan secara tepat waktadkep

Bapepam dan bursa efekngely disclosurg
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Berdasarkan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaaorrivdsi
yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik menyabutk
peristiwa, informasi, atau fakta material yang dipakan dapat
mempengaruhi harga efek atau keputusan investdaradain:

a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburaa, usah
atau pembentukan usaha patungan.

b) Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.

c) Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya.

d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.

e) Produk atau penemuan baru yang berarti.

f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan peatamg
manajemen.

g) Pengumuman pemebelian kembali atau pembayaran efek
yang bersifat utang.

h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atawaseca
terbatas yang material jumlahnya.

i) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang mahter

J) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.

k) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaaratdan
direktur dan komisaris perusahaan.

[) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan |

m)Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.

n) Penggantian wali amanat.

0) Perubahan tahun fiskal perusahaan.
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Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga dvesakiban
untuk menyampaikan laporan berkala yang terdirii daporan
keuangan tahunan (Peraturan Nomor VIII.G.2) daorkap keuangan
tengah tahunan.

2) Peningkatan Likuiditas

Seiring dengan bertambahnya jumlah emiten di pasatal,
berdampak pada meningkatnya pilihan efek yang dapat
dipertimbangkan oleh investor. Selain itu, hal d¢brg akan
meningkatkan jumlah pemodal yang terlibat di pasadal. Dengan
peningkatan kedua hal tersebut diharapkan bahwa ithalakan
meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi, yanggpakhirnya akan
meningkatkan likuiditas efek di pasar modal.

Emiten juga dapat meningkatkan likuiditas efek asar modal
melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yapatddilakukan
melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek Terl&ahulu
(HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan laimlai Melalui
peningkatan kinerja emiten, berupa peningkatan, l&lah ini akan
lebih menarik investor untuk menginvestasikan dgaapada efek
perusahaan. Dengan adanya peningkatan transakkj bérarti
peningkatan likuiditas efek di pasar modal.

3) Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasdal,

karena harga efek adalah cerminan dari kinerja ldandisi suatu

perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerjaten baik dan
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sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkaamj&ieeniten yang
buruk. Apabila harga efek turun secara drastis damten tidak
mempedulikan hal tersebut, maka emiten akan memgaasulitan
pada saat menawarkan kembali efeknya melalui pasalal untuk
memperoleh tambahan dana.

Harga efek yang mengalami penurunan berkaitan decigfa
perusahaan di mata publik. Masyarakat secara wsamspdapat
menilai kinerja suatu perusahaan. Kalau nilainyaibierarti produk
perusahaan itu juga buruk, yang tentunya akan bggpveh terhadap
omset penjualan produk perusahaan. Dengan memabatga efek
secara berkelanjutan dan likuiditasnya, emiten d&ggas memonitor
kinerja dan citra perusahaan di mata investor dagyarakat umum.
Pemantauan berguna sebagai langkah preventif umekgamobil
tindakan yang diperlukan jika ada tanda-tanda haugau efek akan
mengalami penurunan dan terkoreksi dengan tajam.

4) Menjaga Hubungan Baik dengan Investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang sahamuataup
calon investor kepada perusahaan, emiten perlus-taanerus
membina hubungan baik pemegang saham dan calorstanve
Sehingga apabila suatu saat emiten memerlukan tembadana,
emiten tidak mengalami kendala komunikasi. Dengagitb calon
investor atau pemegang saham telah mengenal, nadéwgetdan

percaya kepada kinerja perusahaan.
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Hubungan baik akan dapat menimbulkan rasa merkidigada
pemegang saham dan calon investor, sementarandpilaak, emiten
dapat memberikan pelayanan yang baik bagi selumasior berupa
pemberian informasi yang berkaitan dengan kondmsiez. Untuk itu
emiten perlu membentuk sekretaris perusahearpgrate secretary
Sekretaris perusahaan bertugas untuk:

a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya paratu
perundang-undangan di bidang pasar modal.

b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas sef@masi
yang diperlukan oleh pemodal yang berkaitan dengamdisi
emiten.

c) Memberikan masukan kepada direksi emiten untuk rmédma
ketentuan UU dan peraturan pelaksananya.

d) Sebagai penghubung ataontact persomantara emiten dengan
Bapepam dan masyarakat.

2. Perusahaan Publik
Perusahaan publik pada Pasal 1 angka 22 Undanggide. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan plaan publik
sebagai perseroan yang sahamnya telah dimilikiraagekurangnya tiga
ratus pemegang saham dan memiliki modal disetanraalg-kurangnya
Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatmlah pemegang

saham dan modal disetor yang ditetapkan dengatupangpemerintafi®

110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@Htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
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Ada sedikit perbedaan antara emiten dengan peraisabablik.
Kalau emiten sudah pasti perusahaan publik karefeh tmemenuhi
persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat geniah pemegang
saham dan modal minimal yang harus disetor. Emiteglakukan
penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkanbulsa
(secondary markgt sedangkan perusahaan publik belum tentu dapat
dikategorikan sebagai emiten. Karena perusahaatikpbblum tentu
melakukan penawaran umum atbsting di Bursa. Dengan kata lain,
perusahaan publik dapat menjelma menjadi emitea padt pernyataan
pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umimyatdkan
efektif karena sudah diterima dan disetujui olepdgmm. Namun sebagai
perusahaan publik, kendati tidak melalui penawanaum, perusahaan
wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran. Baikteemimaupun
perusahaan publik, keduanya tergolong dalam peagefPerusahaan
Terbuka” (Tbk). Pengertian perseroan terbuka padsalP1 angka 7
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseredmibs, adalah
Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukanwpesma umum
saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perunddaggan di bidang
pasar modat**

Dalam beberapa hal emiten dibedakan dengan pearsgdublik.
Hal-hal tersebut secara pokok adalah sebagai tieffku
a) Emiten, suatu perusahaan disebut atau dikategoskbagai emiten

apabila perusahaan asal adalah perusahaan yarg neakukan

1M Irsan Nasarudin dan Indra Surymp,. cithal 155.
112 Gunawan WidjajaSertifikat Penitipan Efek Indonesia, JakarfT Raja Grafindo Persada,
2008, hal 35.

68



penawaran umum efek kepada investor, meskipun glesas tersebut
tidak memiliki modal disetor sejumlah Rp 3.000.@0®,00 (tiga
miliar rupiah) atau hasil penawaran sahamnya tatsgtak telah
menyebabkan saham perusahaan tersebut dimiliki bggh ratus
pemegang saham.

b) Perusahaan Publik, Suatu perusahaan dapat dikikiagsaja sebagai
perusahaan publik, meskipun tidak melakukan pereawamum atas
efek kepada investor, selama dan sepanjang pemadikamnya
sekurang-kurangnya tiga ratus pemegang saham demgded disetor
sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga nmliprah).

3. Penawaran Umum

Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitikeluarkannya
atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu umetama kalinya (yang
dikenal dengan istilahnitial public offering {IPO}), atau efek yang
diterbitkan untuk kedua kalinya atau lebih (yangedial dengan istilah
right issug, untuk melakukan pendistribusian efek itu kepadsyarakat
guna menghimpun dar&

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Medsal 1
angka 15 memuat definisi penawaran umumub(ic offering, yaitu
kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emitenk menjual efek
kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang dlatam undang-
undang ini dan peraturan pelaksananya. Penawaranmurdalam

praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdamam@ary marke} yang

13 M Irsan Nasarudin dan Indra Surgg,. Cit,h.213.
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berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapadj@ Dalam hal
ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emitgrakla calon pemodal
dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan pam penjualan (kalau
ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk jseiga pemodal
dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pssknnder (bursa).
Harga penawaran efeloffering pricg pada pasar perdana ditetapkan
bersama antara emiten dengan Penjamin Pelaksans, EB®dangkan
pembentukan harga efek di bursa didasarkan padarhpkrmintaan dan
penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam INd&¥o0A.8.
Emiten diperbolehkan untuk melakukan penawaran éveaik building,
sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapefpwnawaran awal
adalah ajakan baik langsung maupun tidak langsurengah
menggunakan prospektus awal, yang antara lain jbartu untuk
mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupurkirpan harga
penawaran efek*

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber peaan, baik
yang berasal dari dalam maupun dari luar perusah&dternatif
pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengaygumakan laba
yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif peadadari luar
perusahaan dapat berasal dari kredit berupa hugemgbiayaan bentuk
lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, nomppndanaan yang

bersifat penyertaan dalam bentuk sahaquity). Pendanaan melalui

114 bid, hal 213.
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mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan alergaham
perusahaan kepada masyarakat atau sering dikergamgo public**®

Untuk go public perusahaan perlu melakukan persiapan internal
dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratak go public
atau penawaran umum, serta memenuhi semua peesyar@ng
ditetapkan Bapepam LKPenawaran umum atau sering pula disejmut
public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lairyaysy
dilakukan oleh emiten (perusahaan yang afarpublig untuk menjual
saham atau efek kepada masyarakat berdasarkaratatgang diatur oleh
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 dan peraturan @elakya.
Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan béfikut:

a) Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarkepada
pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Renyang
ditunjuk.

b) Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesamampemodal
sesui dengan jumlah efek yang tersedia.

c) Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersehutai

diperdagangkan di bursa.

115 synariyah, 2006Pengantar Pengetahuan Pasar Mod#hgyakarta: UPP-STIM YKPN, hal
32.
18 |bid, hal 32.
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Tabd 1.3.

Prosedur Penawaran Umum

Prosedur Penawaran Umum

Sebelum Emisi Emis Setelah Emisi
Primar Secondar
Intern Perusahaan Bapepam M arke'zl M arkety Pelaporan

1. Rencan&o 1. Emiten Penawaran| 1. Emiten Laporan
Public. menyampaikan Oleh mencatatkan berkala

2. RUPS Pernyataan Sindikasi efeknya di misalnya

3. Penunjukan: Pendaftaran. Penjamin Bursa. Laporan

® Underwriter (Jikal 2. Ekspose Emisidan | 2. Perdagangan Tahunan dan
ada) Terbatas di Agen Efek di Bursa Laporan

® Profesi BAPEPAM. Penjual. Tengah
Penunjang. 3. Evaluasi: Penjatahan Tahunan.

® |embaga ® Kelengkapan kepada Laporan
Penunjang. Dokumen. Investor Kejadian

4. Memepersiapkan ® Kecukupan dar oleh Penting dan
Dokumen- Kejelasan Sindikasi Relevan
dokumen. Informasi. Penjamin misalnya:

5. Konfirmasi e Keterbukaan Emisi dan akuisisi,
sebagai Agen (dari aspek Emiten. pergantian
Penjual oleh hukum, akuntsi Penyerahari direksi, dan
Penjamin Emisi. keuangan, dan Efek kepad4 sebagainya.

6. Kontrak manajemen). Investor.
pendahuluan 4. Komentar
dengan Bursa tertulis dalam
Efek. 30 hari.

7. Public Expose 5. Pernayataan

8. Penandatanganah Pendaftaran

9. Perjanjian- dinyata efektif.
perjanjian.

Sumber:Sunariyah, 2006, Pengantar Pengetahuan Pasar Motialyakarta:
UPP-STIM YKPN, hal 35.

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaak, pabla dasarnya

harus siap dengan berbagai

konsekuensi dan peahasala, vyaitu

memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundangnagach beserta aturan

pelaksanaan yang mengikutinya. Sebagai perusahaalik,ppara pemilik

lama ataupun para pendiri harus menerima, keteatib@ihak-pihak lain

dalam perusahaan yang didirikannya tersebut. Kaayaini harus diterima

sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasamgattepihak-pihak lain,
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bahkan para pesaing sekalipun Perusahaan publils n@a@menuhi beberapa
kesanggupan, yaittt’

a) Melaksanakan prinsip keterbukaafull( disclosurg, indikator pasar
modal yang sehat adalah transparansi atau ketexrbuk&ebagai
perusahaan publik yang sahamnya telah dimiliki otefsyarakat, harus
menyadari keterbukaan sesuai dengan peraturan tgdaiy ditetapkan.
Oleh karena itu, emiten harus memenuhi persyamdistiosuredalam
berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan pemegarmgnm salan
masyarakat serta peraturan yang berlaku. Dari $mg, masalah
keterbukaan bukanlah semata-mata tanggungjawalerersija, akan
tetapi akuntan publik ikut memikul tanggungjawab ngenai
keterbukaan, khususnya kecukupaisclosure yang dimuat dalam
laporan keuangan yang diperiksanya.

b) Kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasadal mengenai
kewajiban pelaporan.

c) Setelah perusahaayo publicdan mencatatkan efeknya di bursa, maka
emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampdié@aoran secara
rutin maupun laporan lain jika ada kejadian kepBdpepam dan bursa
efek. Seluruh laporan yang disampaikan oleh enkigrada bursa, yaitu
laporan adanya kejadian penting, secepatnya akarbliiasikan oleh
bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumdmiantai bursa
maupun melalui papan informasi. Masyarakat pemodkpat

memperoleh langsung informasi tersebut ataupun longeerusahaan

117 bid, hal 36.
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pialang. Hal ini penting, karena sebagian invetittak memiliki akses
informasi langsung kepada emiten. Untuk mengetakinerja
perusahaan, investor sangat tergantung pada in$ortaesebut. Oleh
karena itu kewajiban pelaporan dimaksudkan untukmbaatu
penyediaan informasi, sehingga informasi terselapat sampai secara
tepat waktu dan tepat guna kepada investor.

d) Sebelum go public manajemen tidak mempunyai kewajiban untuk
menghasilkan laporan apapun, tetapi sesgdabublicmanajemen harus
mempunyai komunikasi dengan pihak luar. Dan atatanan yang
berlaku merupakan aturan yang dapat digunakansaetua pihak yang
membutuhkan tersebut.

e) Kewajiban membayar deviden.

f) Pemodal membeli saham karena mengharapkan adaukgant dalam
hal ini deviden yang dibagi setiap periode. Mangemenjual saham
dengan konsekuensi harus memnuhi tujuan pemodaittHaerupakan
kewajiban manajemen terhadap pemodal. Apabila @eebut tidak
terpenuhi, kredibilitas manajemen akan turun. Oleirena itu,
manajemen harus bekerja keras untuk meyakinkangemadal, dalam
arti bahwa manajemen harus membayar deviden sedesatur dan
konstan atau naik.

g) Senantiasa berusaha untuk meningkatkan tingkat urpbrthan
perusahaan. Selain kewajiban membayar deviden, jemaea harus
menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dalam duensaingan.

Dari segi lain, manajemen senantiasa bekerja keragk memenangkan
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persaingan. Hal itu semua memerlukan dana. Jadiajer@en harus
mencapai titik yang optimal supaya dapat membagiiddae yang
memadai di samping itu dapat melakukan investasaraefisik sesuai

dengan lingkungan bisnis.

E. Kajian Umum Organ Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 200%afign
Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah Rapsih Bemegang Saham,
Direksi, dan Dewan Komisaris®
1. Rapat Umum Pemegang Saham
a) Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham
Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadirit Rapa
Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang Perseamim
masa modern mengatur ketentuan yang menegaskantehsdbut.
Begitu juga AD Perseroan, mengatur ketentuan Rmaserharus
mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu taRawola dasarnya,
dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atasnya
kepengurusan Perseroan yang dilakukan DireRsi.
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseredrafbs
sebagai dasar hukum Perseroan di Indonesia mengangenai RUPS
pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 75-91. Sebagarmdalam UUPT

1995 diatur pada BAB VI, yang terdiri Pasal 63-J8mlah pasal yang

118 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TahQA72tentang Perseroan Terbatas,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

119 James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O’ Nemboration, Alpen Law & Busines$977,
hal 306, dalam M Yahya Harahdpukum Perseroan TerbataSinar Grafika, Jakarta, 2009, hal
305.
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mengatur RUPS dalam kedua undang-undang ini, bdlkatakan
hampir sama. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 198tantg
Perseroan Terbatas sebanyak 15 pasal, sedang patiandjundang
No. 40 Tahun 2007 sebanyak 16 pasal. Namun demikian
pengaturannya secara substansial jauh lebih luaskdeprehensif
pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Pada aliredana
Penjelasan Umum mempertegas ketentuan Organ Pamserang
menyangkut Penyelenggaraan RUPS dari yang dulwrdipada
Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Misalnya memardaatk
perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat ditakydemegang
saham melalui media elektronik telekonferensi, @itenverensi atau
sarana media teknologi lainny2.

Keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegpskian
Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 40 Tahun 200gatRamum
Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPSahadatgan
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak H#éverkepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang tlitem dalam
Undang-Undang ini dan/atau anggaran d&SaDengan demikian
menurut hukum, RUPS adalah organ Perseroan yamak tiapat
dipisahakan dari Perseroan. Melalui RUPS tersdbytéa pemegang
saham sebagai pemilikigenaar, owngrPerseroan melakukan kontrol

terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi mauparhadap

120\ Yahya HarahapHukum Perseroan TerbataSinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 305.
121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 TaR007 tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0@ Romor 106.
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kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijatamikanajemen
perseroart??

Secara umum Kewenangan RUPS, menurut Pasal 1 ahgka
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 RUPS sebagai Grgeseroan,
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada kBireatau
Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentalkdam undang-
undang ini dan/atau AD Perseroan. Kemudian keweararQUPS
tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 @hatUndang-
undang No. 40 Tahun 2007, RUPS mempunyai wewenang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalaatas yang
ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggdaaar?® Jadi,
secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberdepada
Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangblPS. Oleh
karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organggi perseroan.
Namun, hal itu tidak persis demikian, karena padaathya ketiga
organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sdsngan pemisahan
kewenangansgparation of powegryang diatur dalam undang-undang
dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RU#Mh tinggi
dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing rmpenyai posisi
dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tangguwab jgang

mereka miliki*?*

122 James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O’ NealpdEation,op. cit.hal 306, dalam M
Yahya Harahamp. cit.,hal 306.

123 yUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahuf72€ntang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

124 M Yahya Harahamp. cit.,hal 307.
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Jika dideskripsi, kewenangan RUPS yang paling utaesauai

dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, antara dabegai

beriku

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

25

Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak d
kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yangkdikan
pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1).

Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroandi&akgikan
semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisarsama-
sama pendiri dengan syarat semua pemegang sahandakaain
RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya 4SS
tersebut (Pasal 14 ayat 4).

Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 1)

Memberi persetujuan atas pembelian kembali ataggiésan lebih
lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasay&8la
Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna
menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembdarabali
atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarRanseroan
(Pasal 39 ayat 1).

Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 411 aya
Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal &4lay
Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menamtu

demikian (Pasal 64 ayat 1 jo. Ayat 3).

125 pid, h. 307.
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9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengeskipmnan
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan &tsr(Basal
69 ayat 1).

10)Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk pearejumlah
penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan Rasg] 71 ayat
1).

11)Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Persanbara
anggota Direksi (Pasal 92 ayat 5).

12)Mengangkat anggota Direksi ( Pasal 94 ayat 1).

13)Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjanganotadjreksi
(Pasal 96 ayat 1).

14)Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apatskluruh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai urant
kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat 2djuruf

15)Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:

I. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
ii. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,

Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50%&m& puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalamtd) sansaksi
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain madigak (Pasal
102 ayat 1).

16)Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan
permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepadgadéan Niaga

(Pasal 104 ayat 1).
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17)Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat 2).
18)Menguatkan keputusan pemberhentian sementara ykakyldn
Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasalai@é7).

19)Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 1111gyat

20)Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorariumugangan
anggota Dewan komisaris (Pasal 113).

21)Mengangkat komisaris Independen (Pasal 120 ayat 2).

22)Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungaal (P23
ayat 3).

23)Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peigbura
Pengambilalihan atau Pemisahan (Pasal 127 ayat 1).

24)Memberi Keputusan atas pembubaran Perseroan (P&&alyat 1
huruf a).

25)Menerima pertanggungjawaban likuidator atas pesy&e
likuidasi (Pasal 143 ayat 1).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, di sampiewénangan
umum yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 dan Pasajat 1,
terdapat lagi kewenangan yang bersifat spesifikugerpemberian
persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Kamisatau
mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tergeperti yang

dijelaskan saru per satu pada deskripsi tersébut.

128 |pid, h. 309.
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b) Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham
Penyelenggaran RUPS diatur pada Pasal 78, PasBrg8l 80,
dan Pasal 81 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tprRenseroan
Terbatas, meliputi hal-hal berikut. Pasal 78 aygt ndang-undang
No. 40 Tahun 20Q7RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS
lainnya?’
a) RUPS Tahunan
Pasal 78 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2BOURS
tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palingblat 6
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pasahy&s (3)
Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Dalam RUPS tahunan
harus diajukan semua dokumen dari laporan tahueasse®an
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). Paxtd 66
ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Laptahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuatasgk
kurangnya-*®
1) laporan keuangan vyang terdiri atas sekurang-
kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan

keuangan tersebut;

127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tah0A72tentang Perseroan Terbatas,
Lgmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tab0w Romor 106.
Ibid.
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2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;

3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;

4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun
buku yang baru lampau;

6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris;

7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaj at
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap pevan,

harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender
Ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang No. 4@rao07
adalah bersifat imperatiffandatory rul¢. Rumusannya dengan
tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena RUPS
tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam bgagka
waktu yang ditentukan undang-undang, yakni palamgdat 6

(enam) bulan setelah tahun buku beraktir.

129 \Walter Woon,Company Law,Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998, hal #iatim M
Yahya Harahamp. cit.hal 315-316.
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b) RUPS Lainnya

Pada Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun
2007, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS yainn
Pasal 78 ayat (4), RUPS lainnya dapat diadakaaps&iaktu
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PerserBada
Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. atunr
2007, yang dimaksud dengan “RUPS lainnya”’ dalanktika
sering dikenal sebagai RUPS luar bidSaDalam praktik
disingkat RUPS-LB?*

Jadi kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan
diadakan RUPS, Direksi dapat menyelenggarakan RILB’S-
asal benar-benar secara objektif kepentingan menser
membutuhkanny&? Dapat dilihat, selain dari RUPS tahunan
(general annual meeting undang-undang membolehkan
diadakan RUPS-LBektra ordinary meeting baik hal itu atas
permintaan Direksi, pemegang saham atau Komi§Hris.

c) Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham

Pada Pasal 79 (1) Undang-undang No. 40 Tahun Z0i@gksi
menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimdkfad Pasal
78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimakalaindPasal 78

ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. PadwslP# (1)

130 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TahQA72tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

131 M Yahya Harahamp. cit.hal 316.

%2 1bid, h. 316.

133 \Walter Coonpp. cit.hal 131, dalam M Yahya Harahamp. cit.hal 316.
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Undang-undang No. 40 Tahun 200Renyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalatkarpermintaan:

a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangnb&rsa
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebihi dar
jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecualiaaaigg
dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil ata

b) Dewan Komisarig>*

Mengenai hak suaravdting righ), diatur pada Pasal 84 dan
Pasal 85 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yang ateketentuan
seperti dijelaskan di bawah ini. Terdapat bebe@mp@sip umum yang
melekat pada hak suara pemegang saham, antaseksigai berikut®®
a) Satu saham, satu suaomé¢ vote, for one share
Pasal 84 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, (Setia
saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suareyake
anggaran dasar menentukan lain. Yang dimaksud detkgauali
anggaran dasar menentukan lain” adalah apabilaasagglasar
mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalaraniggbran
dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat diangghwa setiap
saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.
Berdasarkan prinsip ini, hak suara merupakan halg ya
melekat secaranherent pada diri setiap pemegang saha® (
inherent in ownership of shgreBerarti setiap pemegang saham

berhak menghadiri dan berbicara serta mengeluaiara dalam

13¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tah0A72tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.
135M Yahya Harahapop. cit.,hal 327.

84



RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersismen{jtled to attend
and speakdalm RUPS yang mewajibkan Direksi harus memanggil
pemegang sahati®

b) Saham yang dimiliki Perseroan baik langsung atdakfi tidak
mempunyai hak suara.

Pada dasarnya hanya saham yang dimiliki atau dakuas
pemegang saham yang mempunyai hak suara. Sebalsamznm
yang dimiliki atau dikuasai Perseroan baik langsatau tidak,
tidak mempunyai hak suara. Pasal 84 (2) Undangagqdio. 40
Tahun 2007, Hak suara sebagaimana dimaksud pat@laymlak
berlaku untuk:

I. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroa

ii. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
atau

li. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain

yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung
telah dimiliki oleh Perseroan.

Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikoésai
Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidaksilsgg tidak
mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam pea@tuorum.

c) Hak Pemegang Saham menghadiri dan mengeluarkamansaar

dalam RUPS

1% Walter Coonpp. cit.hal 131, dalam M Yahya Harahapid, hal 327.
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Pasal 85 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pamgeg
saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkamatskuasa
berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suasssgai
dengan jumlah saham yang dimilikinya. Di atas sudigdlaskan
prinsip yang ditegaskan Pasal 84 ayat (1) Undamigugp No. 40
Tahun 2007, satu saham satu suare (vote for one shaxePrinsip
umum yang dijelaskan Pasal 85 ayat (1) Undang-umddém 40
Tahun 2007, hak suara yang digunakan pemegang seakam
RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Akan tetapi, perlu diingat. Hak menggunakan suaand
RUPS, hanya terbatas kepada pemegang saham yaagprseh
mempunyai hak suara. Sedang bagi pemegang saharsatiam
tanpa hak suara, tidak berhak menggunakan hak sieleam

RUPS®’

d) Kgjian Peraturan Bapepam No. [X.I.1 Tentang Rencana dan
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham K ep-60/PM /1996
Dalam rangka keseragaman informasi mengenai renaena
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSJalpeaaswvajib

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam
menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedua

agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroa

13"M Yahya Harahappid, hal 329.
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2) Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindiamya
perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agendayapgatapat
membingungkan para pemegang saham;

3) Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib
menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat terssmatra jelas
dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujain) $ebelum
pemberitahuan;

4) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selaiaidtatnya
2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut disel@raggn kepada
Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa ésdgnsalah
satunya berperedaran nasional.

5) Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampailasil h
rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setalpat tersebut
diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkaapga&k
publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kdizaian

berbahasa Indonesiz

2. Direks Perseroan Terbatas
Pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 20QYyat&kan
Direksi adalahorgan perseroan yang berwenang dan bertanggundp jawa
penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan persercaraise

dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik

138 Badan Pengawas Pasar Modal, 1996, Keputusan ietdan Pengawas Pasar Modal Nomor
Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana Dan Pelaksanaaat Rapum Pemegang Saham.
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didalam maupun diluapengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar>°

Sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai keduaduka
kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajibamga3 atau fungsi
utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanak@ngurusan”
(beheer, administration or managemeRerseroan. Jadi Perseroan diurus,

dikelola atau dimanage oleh DireK8.

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam kontekseRmn,
meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasa&smgaguministrasian
dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengda kin,
melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnigerBans dalam arti
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiataer@amsdalam batas-
batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan gnutmlang dan AD

kepadanya®

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 20D#gksi
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentifgaeeroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pagidapan ayat ini,
Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurusd?ean yang, antara
lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Persef8anPengertian

pelaksanaan pengurusan meliputi pengelolaan danmpemtugas sehari-

139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tah0A72tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

190M Yahya Harahamp. cit.,hal 345.

141 Achmad IchsanHukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surah&wea, Aturan-Aturan
AngkutanPradnya Pramita, 1987, hal 191, dalam M Yahya arap. cit.,hal 346.

142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TahQA72tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0@ Romor 106.
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hari yakni membimbing dan membina kegiatan ataiviéks perseroan ke

arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetagamad\D*®

Pasal 92 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 20Dwgksi
berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dichpksa ayat (1)
sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, ddlatas yang
ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau aaggalasar. Pada
penjelasan ayat ini, Yang dimaksud dengan “kebiakang dipandang
tepat “ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkada keahlian,
peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dumihaugang sejenté?
Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, deisgadirinya menurut
hukum memberi wewenangnécht, auothority or powgrkepada direksi
‘menjalankan pengurusan”. Dengan demikian, Direksempunyai
kapasitas dapaciteit, capacity menjalankan pengurusan perseroan.
Namun Pasal 92 ayat (2) memperingatkan batas-katasnangan dalam
menjalankan perseroan. Menurut M Yahya Harahap gditlsebagai

berikut*°

a) Sesuai dengan kepentingan Perseroan
Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan
semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidakehbo
untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusamg ya

dijalankan, tidak mengandung benturan kepentinganfijct

193M Yahya Harahamp. cit.,hal 346.

144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tah0A72tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

1%5M Yahya Harahamp. cit.,hal 346-347.
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b)

of interes}. Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang
perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh
mempergunakan posisi jabatan direksi untuk memelerol
keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambdgen
keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadidakan
yang bertentangan dengan kepentingan perseroarat dap
dikategori melanggara batas kewenangan atau kapasit
pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi
menyalahgunakan kewenangaabiise of authorily atau
mengandungiltra vires.
Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.
40 Tahun 2007, Perseroan harus mempunyai maksad da
tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentadgagan
ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertibam,
dan/atau kesusilaan. Selanjutnya pada Pasal 158yauruf
b memerintahkan, dalam AD harus memuat maksudwjaart
serta kegiatan usaha Perseroan. Hal inilah yangridgatkan
pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewgaa
pengurusan perseroan, tidak boleh melampaui batas-b
maksud dan tujuan yang ditentukan dalam AD. Tindakeng
demikian dianggap mengandurigltra vires” dan kategori

sebagai penyalahgunaan wewenaausge of authorify
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c) Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat
Patokan atau batasan ketiga yang harus ditaatisilire
dalam menjalankan kewenangan pengurusan persersti,
sesuai dengan “kebijakan yang dianggap tepat” nddlatas-
batas yang ditentukan dalam Undang-undang No. 4uma
2007 dan /atau AD. Pada penjelasan Pasal 92 Ayatd@g
dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepaddiad
kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keghtieluang
yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usahasgjagis.
Direksi sebagai salah satu organ atau alat perégragk perseroan,
selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengerssroan, juga
diberi wewenang untuk mewakili perseroan baik daslamaupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Kewemangalitegaskan
pada**®
a) Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2Di@gksi
adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggu
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kegemti
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Persssda
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luargaelilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
b) Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun ZDD&ksi

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luamgpeian.

196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TahQA72tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0@ Romor 106.
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3. Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 6 yang Undang-undang No. 40 Tahun, Zfivan
Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugakuokela pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan angdasam serta
memberi nasihat kepada Direk8i.

Mengenai tugas dan dan fungsi Dewan Komisaris dizda pasal
108 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahury 2P@sal 108 ayat
(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atasaienjpengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaef®an maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Diralszl 108 ayat (2),
Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana ddnadda ayat (1)
dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesujademaksud dan
tujuan Perseroan. Pada penjelasan pasal 108 agya¥d@g dimaksud
dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan makisund tujuan
Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberghatgang
dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepegdim pihak atau
golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Peasesecara menyeluruh

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pers&fban.

147 | pid.
148 | pid.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis peaalitiukum normatif
dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitiaala@d analisis terhadap
peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian pemdekatan yang
dilakukan adalah pendekatan perundang-undangsatufe approach
pendekatan kasuscgse approach dan pendekatan konsegoficeptual
approacl).

Pendekatan perundang-undangstat(ite approachdilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yan@itaerkdengan isu
hukum yang dibahd¥? Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian
adalah kajian terhadap Kewenangan Badan Pengawasr Rdodal
(Bapepam) dalam pemeriksaan terhadap pelanggarssaksi material pada
peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transakseiéh dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utamgo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar modal, pemeriksaan perseroan pada Undangwyhtanor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, tata cara peasnikBapepam pada
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Gata Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal, pengaturan sanksi administrpifla Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tentang Penyelenggaraan kegditBidang Pasar

149 peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum (Edisi Revisikencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013, hal 133.
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Modal, dan ketentuan tentang transaksi materiabh daeraturan Bapepam
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan PerabaKegiatan Usaha
Utama. Pendekatan perundang-undangan juga dilakukirk mengetahui
akibat hukum dari transaksi material yang dilakutearpa persetujuan RUPS.
Pendekatan kasusase approach berbeda dengan penelitian sosial,
penelitian kasus dalam penelitian normatif bertajusntuk mempelajari
penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang #éakdalam praktik
hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telaltudipsebagaimana
yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadapkgrarperkara yang
menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yatah teerjadi bermakna
empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, ukdsasus tersebut
dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap derdpaensi penormaan
dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, segaggunakan hasil
analisanya untuk bahan masukaip(t) dalam eksplanasi hukut’ Dalam
menggunakan pendektan kasus, yang perlu dipahatahadtio decidendi
yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakituk sampai kepada
putusannya. Menurut Goodheart dalam buku penelitrukum Peter
Mahmud Marzukiratio decidenddapat diketemukan dengan memperhatikan
fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa oraempat, waktu, dan segala
yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliki®exrlunya fakta materiil
tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun pdrak akan mencari
aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepad#a faédrsebut.Ratio

decidendi inilah yang menunjukkan ilmu hukum merupakan ilipang

%0 johnny Ibrahim;Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatfayumedia Publishing,
Malang, 2010, hal 321.
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bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun dikt, yaitu putusannya
merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Olateria itulah pendekatan
kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan peragaditelainkan merujuk

pada ratio decidendi ***

Ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada
konsideras "Menimbang” pada "Pokok Perkara”. Tidd&pat disangkal
bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alagarg mengarah
kepada putusan merupakan tindakan kre&#tio tersebut bukan tidak
mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkiyang ada.Ratio
dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta ntadan putusan yang
didasarkan atas fakta tersebtitPada penelitian ini, dilakukan pendekatan
kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3017t/R(Ad Tanggal 12
September 2012 Atas Permohonan Pemeriksaan Pers&otng Transaksi
Material PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada putusa, penulis
menguraikan mengenai subjek hukum yang ada, yaapepam, emiten,
maupun pemegang saham lalu diuraikan hubungan hukatiara subjek
hukum tersebut dalam peraturan perundang-undangag kerlaku untuk
menjawab permasalahan yang dibahas. Kajian padagutilakukan untuk
mengetahuratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh
hakim untuk sampai kepada putusannya.

Pendekatan konsepcdnceptual approagh Pendekatan konsep
dilakukan untuk mengetahui konsep kewenangan Bd&lamgawas Pasar

Modal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 TenRespr modal.

Pendekatan dilakukan untuk mengetahui teori-teemtdnangan pemerintah,

151 peter Mahmud Marzukap. cit, hal 158-159.
52 |bid, hal 161.
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yaitu penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintabams hmempunyai
legitimasi berupa kewenangan yang diberikan olebdang-undang (asas
legalitas). Secara teoritik, kewenangan yang beosundari peraturan
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tgea yaitu atribusi,
delegasi, dan mandat. Pendekatan konsep untuk wanjgsu Kewenangan
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam pesasariksterhadap
pelanggaran transaksi material pada peraturan BapeNomor [X.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiataah&d Utamaj.o

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasarimoda

B. Jenisdan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang sifamytaritatif terdiri
dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarkiai dari UUD
1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atumam di bawah
undang-undang dan Putusan Mahkamah Agung No. 30PdtR011
tanggal 12 September 2012. Peraturan tersebuthadafelang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, Undang#ntimmor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraterasriatah Nomor
45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Résdal, Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara fitesa@n di Bidang
Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor [IX.E.2 Tentaramsaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
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b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tBpedari buku
teks, pendapat para sarjana, serta simposium yégikhn para pakar
terkait dengan pembahasan.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamusuiduk<amus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Isdgnéan Kamus

Praktis Bahasa Belanda-Indonesia.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum berisi uraian prorspdngumpulan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bagaimana bahan
hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasingen menyesuaikan
dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang buerpan dengan
masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasiudiam dianalisis untuk
menginterpretasikan hukum yang berlaki.

Kegiatan pengumpulan bahan hukum dilakukan denghapttahap
sebagai berikut:

1) Pengumpulan bahan hukum primer, yang dimaksud [adala
pengumpulan perundang-undangan yang terkait depgamasalahan
yang dibahas dan Putusan Mahkamah Agung No. 30Pdtk011
tanggal 12 September 2012.

2) Pengkajian bahan hukum primer, yang dimaksud adalah
mengumpulkan pasal-pasal maupun ayat pada pergberamdang-

undangan dan mengkaji dan Putusan Mahkamah Agung30b/

133 Johnny Ibrahimop.,cit, hal 296.
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K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 yang terkahgdn
permasalahan yang dibahas.

3) Pengumpulan bahan hukum sekunder, yang dimaksudahada
pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buks, {gendapat
para sarjana, serta simposium yang dilakukan pataarpterkait
dengan permasalahan yang dibahas.

4) Pengakajian bahan hukum sekunder, yang dimaksudahada
pengkajian bahan hukum sekunder yang sudah terkummpuuk

menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rommssalah.

D. Teknik AnalisisBahan Hukum
Teknik analisis yang berkaitan dengan pengolahdmadap bahan-
bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawathukum yang telah
yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah adaltagai berikut:

1) Mendeskripsikan pengertian-pengertian hukum tergarmasalahan
yang dibahas pada Undang-undang terkait;

2) Mendeskripsikan subjek-subjek hukum yang terkaitnipghasan
seperti Bapepam, OJK, Emiten, Perseroan Publilsefgan Terbatas,
Pemegang Saham, maupun subjek hukum yang terkaity&a baik
badan hukum maupun perseorangan,;

3) Mendeskripsikan hubungan hukum antara subjek-sutojkim yang
terkait berdasarkan peraturan perundang-undangann da
mendeskripsikan hak dan kewajiban hukum antar kubjgkum

tersebut berdasarkan peraturan perundang-undaagarogriaku;
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4) Mendeskripsikan dan menganalisis hierarki peratupgnundang-
undangan yang dibahas, mulai dari Undang-undangati?an
Pemerintah, maupun Peraturan Bapepam;

5) Mendeskripsikan dan menganalisis asas-asas hukunm tgadapat
pada peraturan perundang-undangan yang dibahas;

6) Mendeskripsikan fakta hukum dan mengeliminasi l#lyang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendalcalp@an pada
Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 tangg2l
September 2012;

7) Menganalisis bahan-bahan hukum yang mempunyai aesev
terhadap perumusan masalah berdasarkan bahan-gahgntelah
dikumpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan;

8) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukunmtuku

menjawab isu hukum atau perumusan masalah.

E. Definisi Konseptual
1. Asas legalitas menurut Jimly Asshiddigie, dalamapefNegara hukum,
dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalamlasdmsntuknya due
process of lay yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yamgdan tertulis.
Peraturan perundang-undangan tertulis tersebutshada dan berlaku
lebih dulu atau mendahului tidakan atau perbuatdmir@strasi yang

dilakukan**

134 Jimly Asshiddigiepp. cit., 2006, hal 155-156.
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2. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan jkeama menurut
P.Nicolai adalah, kemampuan untuk melakukan tinddkakum tertentu
{yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mmdulkan akibat
hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyaphkizatahukum}.
Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidakako&bn tindakan
tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukemakan tertentu,
sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakakau tidak
melakukan tindakan tertenttr)

3. Yang berkedudukan sebagaiginal legislator, di negara kita di tingkat

pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi d@iR Bersama-sama

pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undangagndian di tingkat
daerah adalah DPRD dan Pemerintah daerah yang irkalaiPeraturan
daerah!*

Yang bertindak sebagailelegated legislator seperti Presiden yang

berdasar pada suatu ketentuan undang-undang margeluPeraturan

Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang epetahan

kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negarauértent

5. Pengertian atribusi berdasarkAlgemene Bepalingen van Administratief
Recht®® adalah sebagai berikutVan attributie van bevoegdheid kan
worden gesproken wanner de wet (in materiele zieh ®epaalde

bevoegdheid aan een bepaald organ toekerfAtribusi wewenang

1% Ridwan HR op. cit., hal 99.

1% |ndrohartoop. cit.,hal 91, dalam Ridwan HRbid, hal 101.
57 pid.

138 Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rappan De Commissie Inzake Algemene
Bepalingen van Administratief Recht, Samson H. [2emk Willink B. V., Alphen aan den Rijn,
1984,hal 12, dalam Ridwan HhRid, hal 103.
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dikemukakan bilamana undang-undang{dalam arti nikterenyerahkan
wewenang tertentu kepada organ tertentu).

Pengertian delegasi berdasarlédgemene Bepalingen van Administratief
Recht®®“...Te verstaan de overdracht van die bevoegdheidr duet
bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan eeer amdan, dat de
overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheiduitaéfenen®®®
(...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemeramtapang telah
diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akaraksenakan
wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewgmgasendiri).
Pengertian mandat berdasark&tgemene Wet Bestuursrecfwb),
berarti, “Het door een bestuursorgaan aan een ander verlewan de
bevoegdheid in zijn naam besluiten te nem¥n’yaitu (pemberian
wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ ykinmntuk
mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delel@rtikan
sebagai,’Het overdragen door een bestuursorgaan van zijudegdheid
tot het nemen van besluiten aan een ander die dadewker eigen

verantwoordelijkheid uitoefent®?

(Pelimpahan wewenang oleh organ
pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil tkepn dengan
tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahawe&nang melalui

delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas daggang jawab hukum

139 Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rappan De Commissie Inzake Algemene
Bepalingen van Administratief Recht, Samson H. [2emk Willink B. V., Alphen aan den Rijn,
1984,hal 12, dalam Ridwan HRjd, hal 103.

189 pid, hal 27, dalam Ridwan HRid, hal 103.

161 Afdeling | a.1.1Algemene Wet Bestuursrechi992, dalam Ridwan HRbid, hal 104.

1°2|bid, dalam Ridwan HRlpid, hal 104.
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atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunwewenang itu
menimbulkan kerugian pada pihak lain.

8. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tabad Tentang
Otoritas Jasa Keuangan, Dengan Undang-Undang hentik OJK.
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut &K

9. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tabdd Tentang
Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang indeperalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas darucaamgan pihak
lain, kecuali diatur lain dalam undang-undang'%i.

10.Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentaongt&3 Jasa
Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan damgaywasan
terhadap:

a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransiarg Bansiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangarya&inn

11.Dalam ketentuan peralihan undang-undang OJK padal B& ayat (1)
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otodiss Keuangan,
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasyeavenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sekiar Madal beralih dari

183 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoditas Keuangan, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

164 | bid.

1°% | bid.
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Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar ModallLdarbaga
Keuangan ke OJK®

12.Pasal Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-undang Ndhofahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak Undang-Undagundangkan
sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewgers@bagaimana
dimaksud dalam Pasal 55:

b) Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tutdgas,
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jaaagen
di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensaimbaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Laifihya.

13.Pada Pasal 70 disebutkan, Pada saat Undang-Undiangulai berlaku
(pada point 4): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199%atey Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun51B@mor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non&f}8)3 dan
peraturan pelaksanaannya; dinyatakan tetap berkdpanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undauigtd) ini®®

11.Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 Tahun 19%&niPasar Modal
mendefinisikan Pasar Modal adalah kegiatan yangabgkutan dengan

Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaank Balg

166 | hid.
167 | pid.
168 | pid.
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berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, sendéga dan profesi yang
berkaitan dengan efék’

12.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995yehemkan,
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan seharielggaitdn Pasar Modal
dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yangjstiga disebut
Bapepant’®

14.Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentarsgr Pdodal,
Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaandigrheetiap pihak
yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelaraggtarhadap Undang-
Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksan&alam rangka
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i¢pBen mempunyai
wewenang untuk :

a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Piraigydiduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhddiagang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atak Rin
apabila dianggap perlu;

b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terldzsam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan ataatupan
pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakkégiatan
tertentu;

c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan
pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pilyakg

diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggarahadap

189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@Htang Pasar Modal, Tambahan
I1_7e0mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
Ibid.
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Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanaygun
milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yamgga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadiagang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya nméldgkukan
tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka elesgian

kerugian yang timbul’*

"1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@Htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Bahan Hukum
Kegiatan Pasar Modal diatur pada Undang-undang8Nahun 1995
tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 13 Undang-undan@® Tahun 1995
tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modalahdékgiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan PerdagBfegjariPerusahaan
Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkanrserta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efék.Dari pengertian tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a) Kegiatan yang bersangkutan Penawaran Umum adatpht&e
penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk jozn
Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yaog dalam
Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksayeaan
b) Pengertian perdagangan adalah kegiatan perdagaatan
transaksi sekuritas pada hari-hari bursa di suatsabsekuritas.
c) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengaktemgusurat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda buktngyt Unit
Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak &egka atas

Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@Htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
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d) Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamfgla te
dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratu®nggang
saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sugimlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkagade
Peraturan Pemerintah.

e) Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efekpuaieli
struktur pasar modal yaitu, Badan Pengawas PasatalMo
(Bapepam), Bursa Efek, Perusahaan Efek, LembagmmdKllan
Penyimpanan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Pemryates
(LPP, Emiten, Perusahaan Publik, Reksa Dana, lowest
Domestik maupun asing, dan Lembaga Penunjang Rasial
yang meliputi Biro Administrasi Efek, Kustodian, WAamanat,
Penasihat Investasi, dan Pemeringkat Efek.

Kewenangan Bapepam diatur pada Bab Il Undang-undémg8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 3, 4, damda Ppasal 3 ayat (1)
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar MdtlplPembinaan,
pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatam Maslal dilakukan oleh
Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya dide@oepam. Pada
penjelasan pasal 3 ayat (1), Mengingat Pasar Mataiupakan sumber
pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana invesigispara pemodal
yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjgrelaksanaan
pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlundapatkan

pengawasan agar dapat dilaksanakan secara tevajar, dan efisien. Untuk
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itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangankeéwajiban untuk
membina, mengatur, dan mengawasi setiap Pihak yelgkukan kegiatan
di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakdkagan menempuh
upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalamtiemturan, pedoman,
pembimbingan dan pengarahan maupun secara repdaiim bentuk
pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan safiksi.

Mengenai tujuan Bapepam diatur pada Pasal 4 Undadgng No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pembinaan, peagatdan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakanBalpepam dengan
tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Mgalad) teratur, wajar, dan
efisien serta melindungi kepentingan pemodal dasyarakat-"*

Menurut M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Bapepditveri
kewenangan luar biasa, Kewenangan Bapepam dikataka biasa karena
meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, mkkpemeriksaan dan
penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dand@de Secara garis besar
fungsi-fungsi yang dimiliki Bapepam adalah fung&ngpuatan peraturan
(rule-making, pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan huftam
enforcement Fungsirule-makingbersifatquasi-legislatif,karena Bapepam
bukanlah badan yang dibentuk negara untuk memlmratysan perundang-
undangan, tetapi diberikan kewenangan oleh undadgng untuk membuat
peraturan khusus di bidang pasar modal. Undangagnd@asar Modal
memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakpkaegakan

hukum dengan memberikan kewenangan untuk melakydeameriksaan,

173 | pid.
174 | bid.
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penyidikan, sampai menjatuhkan denda dan sanksissfap pelanggaran
dan kejahatan di bidang pasar modal. Untuk kejahditaidang Pasar Modal,
fungsi penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. gndatang Pasar Modal
juga memberikan kewenangan kepada Bapepam untukkuokan tindakan
hukum represif dengan melakukan tindakan pemeniksaenyelidikan,
pengenaan sanksi (administrasi dan denda). Fumgdisebut dengan fungs
kekuasaamuasi-judicial.*"®

Secara normatif, prinsip bahwa setiap kewenangausHaerdasarkan
peraturan perundang-undangan dianut Indonesia aebspara hukum.
Sehingga setiap penyelenggaraan kenegaraan hamgumgai legitimasi,
yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-und®smpgan demikian,
substansi asas legalitas adalah wewenang, yakei vermogen tot het
verrichten van bepaalde rechtshandeli-nggff yaitu kemampuan untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seimdieggan pilar utama
negara hukum, yaitu asas legalitbegdliteitsbeginsehtauhet beginsel van
wetmatigheid van bestuyrmaka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa
wewenang berasal dari peraturan perundang-undangdimya sumber
wewenang bagi Bapepam adalah peraturan perundatemgan.’’Salah satu
kewenangan Bapepam dalam pengaturan terwujud gadaaturan-peraturan
yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Ketua Bdéangawas Pasar

Modal.

1> M Irsan Nasarudin dan Indra Surge,. cit ,hal 115.

%P Nicolai, et. alBestuursrechtAmsterdam, 1994, hal 4, dalam Ridwan HBp. cit.,hal 97-
98.

" Indrohartoop. cit.,hal 91, dalam Ridwan HRbid, hal 101. (diolah).
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Emiten atau Perusahaan Publik merupakan salahpsaalk dalam
Pasar Modal yang mendapat pembinaan, pengaturanpetegawasan oleh
Bapepam. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undand@ Nahun 1995
tentang Pasar Modal merumuskan Emiten sebagaakpyiang melakukan
penawaran umum.” Sementara itu yang dimaksud depgaawaran umum
itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-unddng8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, adalah kegiatan penawaranyafed dilakukan oleh
emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sdstentuan Undang-
undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mtdderdasarkan kedua pasal
tersebut, dapat dikataan bahwa emiten adalah pyalg melakukan
penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagiatkeg usaha
perusahaan atau pengembangan usaha perusah&atentuan selanjutnya
adalah pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tdl9®®, Yang dapat
melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang takmyampaikan
Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk mé@awarau menjual
Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftensebut telah efektif.
Jadi setelah dinyatakan efektif maka emiten dapalakokan penawaran
umum.

Penawaran umum atau sering pula disgaupublicadalah kegiatan
penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukeim eriniten (perusahaan
yang akango publi untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat

berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-gndan8 Tahun 1995 dan

78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@Htang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
"9M Irsan Nasarudin dan Indra Surgg,. cit,.hal 151.
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peraturan pelaksananya. Penawaran umum mencakujtaiegegiatan
berikut:

1) Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarlkepada
pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Renyang
ditunjuk.

2) Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesa@aaa
pemodal sesui dengan jumlah efek yang tersedia.

3) Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebulai
diperdagangkan di burs®’

Dari proses penawaran umum ini masyarakat menshkiam suatu
perseroan. Saham merupakan sejumlah uang yangesiasikan oleh

investor dalam suatu Perseroan. Atas investagiatla umumnya pemegang

saham d@andelhouder, shareholdemendapat keuntungan dari Perseroan

dalam bentuk deviden sebanding dengan besarnyayaaggdiinvestasikan.
Saham merupakan kekayaan pribgoeréonal property pemegang saham
yang bersifat benda bergeraindvable properly yang tak dapat diraba
(intangeblg. Namun demikian dapat dialihkafrdnsferablg. Oleh karena
itu, pemegang saham dapat menjual sahamnya atagagerkannya dalam
bentuk “gadai” pand, pledge maupun berbentuk “fidusia*fiduciary).
Bahkan dapat mengalihkannya kepada orang lainn§gaisemua hak yang
melekat pada saham itu secara paket beralih kegataima sahart?
Pemegang saham sebagai anggota Perseroan, padayaasdak

mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kakaykerseroan.

180 synariyah, 2006yp.,cit, hal 32.
81 M Yahya HarahapCetakan |, 2009Hukum Perseroan TerbataSinar Grafika, Jakarta, h.257.
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Kepemilikannya atas saham Perseroan dalam kedudykarsebagai
pemegang saham, hanya mempunyai keterlibatan gelpatas-?

a) Mempunyai partisipasi dalam RUPS yang diselenggerak
Perseroan serta berhak atas deviden, sepanjangrd@rsmasih
berlangsung;

b) Berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi Peese apabila
Perseroan dibubarkaf

Mengenai hak pemilik saham, diatur pada Pasal 5@abigrundang
No. 40 Tahun 2007. Akan tetapi perlu diingat, hakg disebut pada pasal
ini, dapat dikatakan merupakan hak yang paling kok@rena ada lagi
berbagai hak yang diatur pada pasal lain. Sesumjatieketentuan Pasal 52,
saham “memberikan hak” kepada pemiliknya untuk:

a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b) Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaanlikagilasi;

c) Menjalankan haknya berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 huruf e Undang-undang No. 8 TaB95 lentang
Pasar Modal, terdapat definisi dari pemegang saliama atau pemegang
saham mayoritas. Pemegang saham utama adalah yahgkbaik secara
langsung maupun tidak langsung, memiliki sekuramgskgnya 20% (dua
puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham iyemgpunyai hak suara
yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau juméedy yebih kecil dari itu
sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam. Dari ketenteesebut apabila

disimpulkan sebaliknya, maka akan didapatkan dsfs@cara tidak langsung,

1821hid, h. 257.
183 |pid, h. 263.
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pemegang saham minoritas yaitu pihak yang baikradeagsung maupun
tidak langsung, tidak memiliki sekurang-kurangny@%? (dua puluh
peseratus) hak suara dari seluruh saham yang meaighak suara.
Keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaalarPasal 1
angka 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Rapat UrRemegang
Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah ORgmseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadakBiratau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undémdang ini dan/atau
anggaran dasaf? Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah organ
Perseroan yang tidak dapat dipisahakan dari PemserMelalui RUPS
tersebutlah para pemegang saham sebagai penglgen@ar, owner
Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurumag gilakukan Direksi
maupun terhadap kekayaan serta kebijakan keperaguryeng dijalankan

manajemen perseroaf.

Pasal 85 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pamgegaham,
baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat &ubsrhak menghadiri
RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai deng#h jgsaham yang
dimilikinya. Di atas sudah dijelaskan prinsip yaditegaskan Pasal 84 ayat
(1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, satu sahamssatra gne vote for
one sharg Prinsip umum yang dijelaskan Pasal 85 ayat (dddng-undang
No. 40 Tahun 2007, hak suara yang digunakan pergegaham dalam

RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 TaR007 tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

18 James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O’ NealpdEation,op. cit.hal 306, dalam M
Yahya Harahamp. cit.,hal 306.
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Pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Moddledaipaga
Keuangan Nomor : Kep-614/BL/2011 Tentang PeratiBapepam Nomor
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahanideg Usaha Utama,
Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Resmavimum Efek
Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. Secarsipriterhadap transaksi
material yang dilakukan harus mendapat persetujadabih dahulu oleh
RUPS dengan presentase transaksi material yarty dékntukan. Terdapat
ketentuan pengecualian terhadap transaksi matgaiay) dilakukan oleh
perusahaan berdasarkan peraturan IX.E.2. Terhadl@amggaran ketentuan
peraturan nomor IX.E.2, pada ketentuan disebutkBengan tidak
mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidarsarPislodal dan sanksi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, BapefzamLK berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang nggElangetentuan
Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan diagja pelanggaran
tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-undang N@hun
1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang unt@takokan
pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga nidakatau terlibat dalam
pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal atiam peraturan
pelaksananyaDalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dgfaim
(1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :

a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihakgydiduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhattafang-undang
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ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak dpabila
dianggap perlu;

b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlidalam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atawatupen
pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakdegiatan
tertentu;

c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap cata¢ambukuan,
dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduogglakukan atau
terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undangdan atau
peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak laabitgp dianggap
perlu; dan atau

d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yamygd
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhatfefang-undang
ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk medakukdakan
tertentu yang diperlukan dalam rangka penyeleskéngian yang
timbul.**°

Pada Pasal 5 huruf g, h, dan i Undang-undang Nbal&in 1995,
dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaldach dPasal 3 dan

Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepanebang untuk:

g) melakukan pemeriksaan terhadap:
1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telabh ata
diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftarandieepa

Bapepam; atau

188 | pid.
115



2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, ianang
perseorangan, persetujuamatau pendaftaran profesi
berdasarkan Undang-undang ini;

h) menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaaternéu
dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaima

dimaksud dalam huruf g;

i) mengumumkan hasil pemeriksadh:

Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundangwgan. Pada
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 201faigriPembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, pengertian PeraReamdang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukang ynengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembagaraegjau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalamati?an Perundang-
undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12nT2011, Undang-
Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yaegtakboleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama BresiRhsal 1 angka 5
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Perabradalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presidénk umenjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestiti{fa.

Selanjutanya jenis dan hierarki Peraturan peruyaardiatur pada

pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 yaitu:

187 1bid.
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahuh2ZDentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Tambahan Lembaran Negara Remdanesia Nomor 82.
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1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangain tdas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sgsogan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat®¢1).
Pada penjelasan ayat (2), Dalam ketentuan ini yimgksud
dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jétesaturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendak liolah
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangam ya
lebih tinggi.
Emiten maupun perusahaan publik, keduanya tergoldatam
pengertian “Perusahaan Terbuka” (Tbk). Pengertersguoan terbuka pada
Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 40 Tahun 20@tanig Perseroan

Terbatas, adalah Perseroan Publik atau Perserogmyalakukan penawaran

189 | pid.
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umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturandpegindangan di
bidang pasar modaf®
Perseroan Terbuka dalam pengertian Pasal 1 angkal@hg-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,haBalgeroan Publik atau
Perseroan yang melakukan penawaran umum saharaj desgan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar mad@akait Perseroan
yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasataindiatur pada Bab XII
Ketentuan Lain Pasal 154. Pasal 154 ayat (1) Undadgng No. 40 Tahun
2007 menyebutkan, bagi perseroan terbuka berlakenken Undang-
Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturaeryndang-undangan di
bidang pasar modal. Selanjutnya penjelasan Pasdl dyat (1) ini
mengatakan, antara lain:
a) Pada dasarnya terhadap perseroan yang melakukaatakeg
tertentu di bidang pasar modal, misalnya persetediuka atau
Bursa Efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undaing in
b) Namun, mengingat kegiatan perseroan tersebut merapsifat
tertentu yang berbeda dari perseroan pada umunpesd
dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus tgrhada
perseroan tersebut.
c) pengaturan khusus dimaksud, antara lain:
I. mengenai sistem penyetoran modal,
ii. hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham

perseroan, dan

%M Irsan Nasarudin dan Indra Surym,. cithal 155.
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iii. hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Beritik tolak dari ketentuan ini, pada prinsipnyadang-undang No.
40 Tahun 2007, berlaku sepenuhnya sebdgpaigeneralis(general lavy
terhadap semua Perseroan pada umumnya, termasécd2er Terbuka atau
Bursa Efek, sepanjang tidak diatur lain dalam pesat perundang-undangan
di bidang pasar modal. Apabila ada ketentuan khwdalam peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal yang roealjjean atau
menyampingkan ketentuan Undang-undang No. 40 Tak@®d7, maka
ketentuan itu yang berlaku dalam kualitasnya seblagaspecialis(special
law). Dengan demikian, sesuai adax specialis derogat legi generalis
ketentuan yang diatur pada Undang-undang No. 40urmakRk007,
dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundadgAgan di bidang
pasar modal yang bersangkutan.

Pada Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 40 T&Q@Y
disebutkan bahwa peraturan perundang-undangadaldipasar modal yang
mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidakelbobertentangan
dengan asas hukum perseroan dalam Undang-UndangMenurut
penjelasan Pasal 154 ayat (2), yang dimaksud derigaas hukum
perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan ddrajakat perseroan dan
organ perseroan. Dengan demikian berdasarkan kateftasal 154 ayat (2)
dan penjelasannya telah menyebutkan dengan tegssntlkan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal, tidaéhimértentangan dengan
asas yang berkaitan hakikat dan organ Perseroandiatur dalam Undang-

undang No. 40 Tahun 2007.
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Penelitian terhadap taraf sinkronsasi dari peratupgerundang-
undangan dapat dilakukan atas dasar paling setli&ititik tolak, yakni taraf
sinkronisasi secara vertikal dan secara horisoAfabila titik tolak vertikal
yang diambil, maka yang diteliti adalah taraf sorksasi peraturan
perundang-undangan menurut hierarkinya. Apabilaelgean dilakukan
terhadap taraf sinkronisasi secara horisontal, ngakg diteliti adalah sampai
sejauh mana suatu peraturan perundang-undangannyangatur berbagai
bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalakigen'**

Secara horizontal, Undang-Undang No. 8 TentangrRdsdal dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseredmias merupakan
peraturan perundang-undangan yang sederajat dagatnerbidang yang
saling terkait. Secara vertikal Peraturan Pemdrimtin. 45 Tahun 1995
Tentang Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar alMoBeraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara filesa@n di Bidang
Pasar Modal, merupakan peraturan pelaksana dararigndndang No. 8
Tentang Pasar Modal berada di bawah Undang-Undan@ Nentang Pasar
Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 TentamgglPoan Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal TeRaraguran
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan PerabaKegiatan Usaha
Utama berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12nTaftil1 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagathmaaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yantpplki@n oleh

191 5perjono Soekanto, 201Pengantar Penelitian Hukurbiniversitas Indonesia Press, Jakarta, h.
252.
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilarky&a
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi YuadlisBank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisp ysetingkat
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemeriatal
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat rdbae
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa ataangy

setingkat.

2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksiadagyat

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatanurhuk
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturarundang-
undangan vyang lebih tinggi atau dibentuk berdasarka

kewenangan.

Sebagai dasar dari penelitian taraf sinkronisasipatl diambil

beberapa asas dari perundang-undangan. Sebagaiikatehui, maka asas-

asas perundang-undangan adalah sebagai berikutaf®WPurbacaraka dan

Soerjono Soekanto: 1978%

a. Undang-Undang tidak berlaku surut,

b. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang tetabi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkadang:

undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama,

192 |pid, h. 252.
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d. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan
undang-undang yang berlaku terdahulu,

e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat,

f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal nmungk
dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan matéaid)i
masyarakat maupun individu, melalui pembaruan daal
pelestarian.

Jika ditinjau dari asas undang-undang tidak berlakt, maka
penerapan norma didasarkan pada waktu peristivealter terjadi tempus
delicty). Penerapan Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar IMdddang-
Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbd&asaturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1995 , Peraturan Pemerhtald6 Tahun 1995
maupun Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang &kandlaterial dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus memperhatépan peristiwa
hukum tersebut terjadi.

Jika ditinjau dari asas undang-undang yang dible#t Benguasa yang
lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggia. Secara vertikal
Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal dan Undartg@ng No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mempunyadidean lebih tinggi
dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, Raraf@emerintah No. 46
Tahun 1995, maupun Peraturan Bapepam Nomor IX.Erfafig Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Semrgjan asasex

Superior Derogat Legi Inferiorijika terjadi konflik atau pertentangan antara
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peraturan perundang-undangan yang tinggi dengag semdah maka yang
tinggilah yang harus didahulukan.

Jika ditinjau dari asas undang-undang yang berskhtisus
menyampingkan undang-undang yang bersifat umum pgémbuatnya sama.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseregrafs sepenuhnya
sebagai lex generalis (general law terhadap semua Perseroan pada
umumnya, termasuk Perseroan Terbuka atau Bursa Eéglanjang tidak
diatur lain dalam peraturan perundang-undanganidaniy pasar modal.
Sedangkan Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Madalupakanlex
specialis(special lavy). Dengan demikian, sesuai asas specialis derogat
legi generalis ketentuan yang diatur pada UUPT 2007, dikesankpm@leh
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidarsgr pmodal yang
bersangkutan.

Jika ditinjau dari dari asas undang-undang yantpkerbelakangan,
membatalkan undang-undang yang berlaku terdahuldabarkan asakex
posteror derogate legi prioriHal ini khususnya terhadap Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangaang@eReraturan
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan PerabaKegiatan Usaha
Utama. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Madal Lembaga
Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 Tentang Peraturarmdo IX.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatesah®d Utama
berdasarkan asas perundangan ini membatalkan kKaputketua Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 TentaegubBhan

Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Mater@al Berubahan Kegiatan
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Usaha Utama dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Waskl dan
Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 Tentang tédema Nomor
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahana&eag Usaha Utama.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai asas hAkas.hukum
umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hykasitif dan yang oleh
ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-atyang lebih umum. Asas
hukum umum itu merupakan pengendapan hukum poddalam suatu
masyarakat. Demikianlah pendapat Bellefroiflenurut Van Eikema
Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap selagaia-norma hukum
yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagaaddasar umum atau
petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembdeamuhukum praktis
perlu berorientasi pada asas-asas hukum terselamgad kata lain asas
hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalambgmtukan hukum
positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asdahaduatu dalil
umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa nramkan cara-cara
khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkaa E@iangkaian
perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat badiya¢an itu.Sedangkan
menurut Paul Scholten asas hukum adalah kecendertkegenderungan
yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita padtum, merupakan
sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannyagaelpgmbawaan yang
umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus &da.

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prirfgigum

bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merapghkkiran dasar yang

193 sudikno Mertokusumap,. Cit h. 34.
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umum sifatnya atau merupakan latar belakang dagatg@an yang konkrit
yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukung yarjelma dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim mpangpakan hukum
positif dan dapat diketemukan dengan menjari sifat- umum dalam
peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adateencari asas hukum ini
dalam hukum positifJadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit,
melainkan merupakan latar belakang peraturan yamkrk dan bersifat
umum atau abstrak>*

Menurut Satjipto Rahardjo mengenai asas hukum, pagan unsur
yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Ba@ngidak berlebihan
apabila dikatakan, bahwa asas hukum itu merupaeatugnya’ peraturan
hukum. Disebut demikian karena, pertama ia merupdkadasan yang
paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukutnbémnarti, bahwa peraturan-
peraturan hukum itu pada akhirnya bias dikembalikepada asas-asas
tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukumayak disebut sebagai
alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupa&to legis dari
peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habisu&&nnnya dengan
melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akiap teaja ada dan akan
melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Olelrenaa itu Paton
menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hukumditp, tumbuh dan
berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukumbutkan sekedar
kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalaatdkan, bahwa dengan

adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpelaturan-peraturan,

194 |bid, h. 34.
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maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengannilai-nilai dan

tuntutan-tuntutan etis. Apabila membaca suatu pexat hukum, mungkin

kita tidak menemukan pertimbangan etis di situ. apetasas hukum

menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikianatay setidak-tidaknya

kita bisa merasakan adanya petunjuk ke aratfitu.

Asas hukum yang berkaitan dengan pembahasan adalah:

1) Asas legalitas
Asas legalitas menurut Jimly Asshiddigie, dalamapeNegara

hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitasandakegala
bentuknya due process of law yaitu bahwa segala tindakan
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan pergrwhdangan
yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undaiegams tersebut
harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahutiakéin atau
perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demjksetiap
perbuatan atau tindakan administrasi harus didasatas aturan atau
rules and procedure@egel9. Prinsip normatif demikian nampaknya
seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birakeagadi lamban.
Karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi pargabae
administrasi negara dalam menjalankan tugasnya,ansdbagai
pengimbang, diakui pula adanya prinsipeis ermessenyang
memungkinkan para pejabat administrasi negara nengegkan dan

menetapkan sendirbeleid-regels atau policy rules yang berlaku

19 satjipto Rahardjo, Cetakan Kelima, 200Mu Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45.
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internal secara bebas dan mandiri dalam rangkaata@hkpn tugas
jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang®ah.

2) AsasSeparation of Powgpada Organ Perseroan

Secara umum Kewenanangan RUPS, menurut Pasal & dngk

RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyai wewenany tigkak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namalam batas
yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Pdbseroan.
Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakary Uidéayh pada
Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi: RUPS mempunyaiemeng yang
tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaldéam batas
yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atagaan dasar.
Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang ftioedkdn kepada
Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenarigldPS. Oleh
karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan orgatingegi
perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikiargerka pada dasarnya
ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampirsganai dengan
pemisahan kewenanagaseparation of pow@ryang diatur dalam
undang-undang dan AD. Dengan demikian, tidak dajiedtakan
RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisalksing-masing
mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan ifuhms

tanggung jawab yang mereka miliy.

1% Jimly AsshiddigieKonstitusi dan Konstitusionalismkpnstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 155-
156.
"M Yahya Harahamp. cit.,h. 307.
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3) Ultra Vires

Direksi melakukan transaksi yang berada di luarpdsitas”
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang didatarh AD yang
bersifatultra vires. Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan
di luar batas yang ditentukan dalam maksud damatugerta kegiatan
usaha, dikatergorikan melakukartra vires Dalam kasus yang
demikian memberi hak bagi pemegang saham untuk angn
gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan. Haklitegaskan pada
Pasal 61 ayat 1 UUPT 2007 yang mengatakan setrapgsng saham
berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan gadkiam Negeri,
apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yamgKtadil” dan
“tanpa alasan yang wajar” sebagai akibat keputi®dRS, Direksi
dan/atau Dewan Komisari&s

4) Asas Pengambilan Suara RUR®&d share one vote

Pasal 84 (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempsaya
hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan¥Yaimg dimaksud
dengan “kecuali anggaran dasar menentukan laintaladapabila
anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa drak Balam hal
anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, depaigap bahwa
setiap saham vyang dikeluarkan mempunyai satu ha#rasu
Berdasarkan prinsip ini, hak suara merupakan halg ymelekat
secara inherent pada diri setiap pemegang sal&mmli{erent in

ownership of shalje Berarti setiap pemegang saham berhak

198 pid, h. 307.
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menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan sualEndRUPS.
Maka atas dasar hak hadir dan bersu@eeftitled to attend and
speak dalm RUPS yang mewajibkan Direksi harus memanggil
pemegang sahaf®

5) Asas Keterbukaanfull disclousur@ Perusahaan Publik

Sebagai perusahaan publik yang sahamnya telahildimiéh

masyarakat, harus menyadari keterbukaan sesuaiepgraturan
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, emiten $iamemenuhi
persyaratamlisclosuredalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan
pemegang saham dan masyarakat serta peraturarbgdagu. Dari
segi lain, masalah keterbukaan bukanlah semata-teraggungjawab
emiten saja, akan tetapi akuntan publik ikut memiknggungjawab
mengenai keterbukaan, khususnya kecukupsclosureyang dimuat

dalam laporan keuangan yang diperiksaftya.

bid, h. 327.
20 synariyah, 2006p. cit, hal 35.
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B. Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran
Transaks Material Pada Peraturan Nomor |IX.E.2 Tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011

Kasus Posisi, (KutiparPutusan Mahkamah Agung No. 3017
K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012):
1. Pemohon Peradilan Tingkat Pertama
a) DEDDY HARTAWAN JAMIN., bertempat tinggal di Jalaraian
Lebak Bulus Raya W/10 Jakarta Selatan;
b) IMANI UNITED Pte.Limited., sesuai Memorandum of asgtion
& articles of Association of IMANI United Pte. Linad
No0.1478207, beralamat di Trident Chambers, PO. B@& Road
Town. Tortola, British Virgin Island, diwakili olehDeddy
Hartawan Jamin, dalam hal ini memberi kuasa kepddanggur
Konradus, SH.,MH. dan Petrus Jaru, SH, Para Adydiexkantor
di Gedung Senatama, Lt.2 Suit 208, Jalan KwitangaRi&o0.8,
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khususatah@gJuni
2011,
2. Termohon Peradilan Tingkat Pertama
PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk., berkedudukan di Mara Bank
Danamon Lt.19 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.E [V/6, ddeKuningan,
Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepadabbk Gultom, SH.,

dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan RagarRdinggu Km.17,8

21 Mahkamah Agung, 2012Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130c88&82a3dd2al1460c62d12a2, (sumber
diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).
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No. 18 B Jakarta Selatan, berdasarkan surat kdassauk tanggal 05 Mei

2011;

3. Para Pemohon Selaku Pemegang Saham Publik Memenuhi

Per syaratan Hukum

1) Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) hiptdendang No.

2)

3)

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selgajuditulis
UUPT), menggaris bawahi bahwa pemeriksaan terhgeaperoan
dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham aftaihh lang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) inagdari jumlah
seluruh saham dengan hak suara;

Bahwa Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang sphbhk
dari Termohon sebanyak 210.500.000 (dua ratus @eguta lima
ratus ribu) lembar saham pada Termohon atau sel&Sar %
(delapan koma lima puluh dua persen) saham derglasuara, pada
posisi bulan Desember 2010 sebagaimana diumumkanT@rmohon
(BUKTI P-2.A);

Bahwa Imani United Pte.Ltd. merupakan pemegangsaiublik dari
Termohon sebanyak 130.000.000 (seratus tiga pultdy) jlembar
saham pada Termohon atau sebesar 5,26 % (lima komguluh
enam persen) saham dengan hak suara, melalui @rstoank yaitu

Deutsche Bank A.G. (BUKTI P.2.B);

4) Bahwa jumlah saham milik Deddy Hartawan Jamin damah saham

milik Imani United Pte.Ltd. pada Termohon yang ji#tgnitung dan

dijumlahkan secara komulatif telah mencapai 34Q@EWD (tiga ratus
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empat puluh juta lima ratus ribu) lembar saham a&hesar 13,78 %
(tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) dehg#&nsuara atau
lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari almgeluruh saham
dengan hak suara;

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3 fajrindang-
Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan atasb
kemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Rempada
Termohon, maka Para Pemohon telah memenuhi keteRasal 138
ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No0.40 Tahun 20QURT)
tersebut, karena kepemilikan saham Para Pemohah teklebihi
1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan helasu

4. Dasar Hukum Permohonan Peemeriksaan Terhadap Per seroan
Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham puhlikitas,
mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negdarta Selatan
adalah untuk mencari dan menemukan keadilan daenkeén, sesuai
yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang NoMhun 2007
tentang Perseroan (BUKTI P.3) sebagaimana diatarteldaca didalam
pasal-pasal dibawah ini;

1) Pasal 138 UUPT ayat (1) berbunyi : Pemeriksaaratlah perseroan
dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkara datu
keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
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b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan ymsgdn
melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemgegan
Saham atau pihak ketiga;

2) Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi : Pemeriksaan geefvana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajpieamohonan
secara tertulis beserta alasannya ke PengadilaeriNggng daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

3) Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi : Permohonan seéinagpa
dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :

a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewalkitigpsedikit
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah selsaliam dengan
hak suara;

b) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangngaah,
anggaran dasar Perseroan atau pernjanjian dengaergsn
diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pessaik
atau

c) Kejaksaan untuk kepentingan umum;

4) Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi : Permohonan sainama
dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukan setelamdhon terlebih
dahulu meminta data atau keterangan kepada Peansgateemn RUPS
dan Perseroan tidak memberikan data atau keteraegzabut;

5) Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka Pemaoh

Pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya (Tg&kmohon)
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adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum gaerstrbatas
yang berlaku;
5. Fakta Hukum Perbuatan Melawan Hukum
Termohon menjual hak tagih berupa Zero Coupon B@EB)

kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaranardintindakan
korporasi tersebut dilakukan sebelum mendapat pguse Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Kejangg#alabelum pernah
dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada fomertmggi perseroan
yaitu RUPS maupun RUPS-LB. Kejanggalan-kejangggéarg dilakukan
oleh Termohon adalah sebagaimana diuraikan di bawah

1) Bahwa Termohon memiliki anak perusahaan yaitu Phedindo
Hutani Jaya (selanjutnya ditulis SHJ) dengan Tewnokebagai
pemegang saham mayoritas SHJ sebesar 7.201.50@rleabam
atau 60 % kepemilikan saham dan PT.Inhutani sebd8a%
kepemilikan saham;

2) Bahwa tanggal 1 Juli 2009, Termohon menerima ZenopGn Bond
(selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan SHJoesar Rp
140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar cuas lima
puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu erstos dima puluh
dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahunnggh Termohon
memberikan utang dalam jumlah yang signifikan. &kah
korporasi tersebut baru diketahui oleh Para Pemdpemegang
saham minoritas) tanggal 15 Oktober 2009, pada wBkiPS-LB

dilaksanakan. Pada waktu RUPS-LB tanggal 15 Oktcdp9,
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direksi Termohon baru memberikan kepada Para Pemghdu
Surat Edaran tanggal 13 Oktober 2009 (Tambahanrniaisi/
Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 September 208&ganig
keterbukaan informasi kepada para pemegang sahBi{T(BP.6)
dan didalam Prospektus PT. Sumalindo Lestari Jdja tErtanggal
9 Maret 2010 yang diterbitkan Termohon.

3) Bahwa selanjutnya berdasarkan Neraca Konsolidagmdieon
pertanggal 30 September 2009 sebagaimana tercamqada
Prospektus Termohon tertanggal 9 Maret 2010, téanyarmohon
mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000@06eratus
tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas jugaah). (BUKTI
P-7);

4) Bahwa berdasarkan Prospektus Termohon tertanglyédrét 2010
sebagaimana terbukti dalam bukti P.7. di atas,y&tandiketahui
bahwa Termohon mempunyai pendapatan usaha untuddee®
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 epeiper 2009
sebesar Rp 428.779.000.000,00 (empat ratus duéh piglapan
milar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

5) Bahwa tindakan direksi yang melakukan pembelian 2€Besar Rp
140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar catas lima
puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu eraos dima puluh
dua rupiah) dari SHJ tersebut, yang nyata-nyatatdapmbebankan
Termohon sendiri, ternyata belum pernah mendapgtkasetujuan

RUPS-LB dari pemegang saham Termohon. Hal ini ménBara
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Pemohon merupakan tindakan melawan hukum karenaohen
sebagai perusahaan publik bertindak tidak sesumjasteKeputusan
Ketua BAPEPAM No.KEP-2/PM/2001, tanggal 20 FebruzdD1
yang memuat lampiran Peraturan Badan Pengawas Rasdal
(BAPEPAM) No. IX.E.2. (BUKTI P.8) dan penyimpangtersebut
merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Angkanidan
peraturan tersebut menyebutkan : bahwa transakseridiavang
dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib bérledahulu
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum PemegduagnSsesuai
dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkamdaé¢raturan
ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham hdauacara
khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan sanagnnya
akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktivauateagmen usaha
yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan

6) Bahwa Transaksi yang terjadi antara Termohon dahyaidg adalah
pembelian ZCB senilai Rp 140.254.908.652,00 (serampat puluh
milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilamigatelapan ribu
enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Jub92@ersebut
adalah transaksi yang "MATERIAL", karena transaksisebut
mempunyai nilai yang lebih besar dari 10 % pendapdiermohon
atau lebih besar dari 20 % ekuitas, sebagaimanturdialeh
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)XN©2
angka 1 lampiran peraturan tersebut (BUKTI P.9.)ngka 1

(lampiran) Peraturan BAPEPAM No.IX.E.2 menyebutkeansaksi
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Material adalah setiap pembelian, penjualan atawygréaan saham,
dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukamukes aktiva
atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebdr dari salah
satu hal berikut :
a) 10 % (sepuluh per seratus) dari pendapatan (resgnue
perusahaan; atau
b) 20 % (dua puluh per seratus) dari ekuitas;

7) Bahwa setelah Termohon membeli ZCB yang diterbitkketn SHJ
senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puilyar dua ratus
lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribane ratus lima
puluh dua rupiah) tanggal 1 Juli 2009, (yang saaPara Pemohon
sebagai pemegang saham publik tidak mengetahuiuapamtang
adanya ZCB ini), kemudian hanya berselang 2 buylaity tanggal 7
September 2009 ZCB tersebut diputuskan dijual kapsidrshal
Enterprise Ltd. ("MEL"), anak perusahaan Tjiwi Kaniyang akan
dibayar dengan harga nyaris sama, yaitu US$ 14900@0 dengan
tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Pertama : uang muka sebesar US$ 3,000,009 yan
dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2009;

b) Tahap Kedua : sebesar US$ 1,799,750 yang dibayadtatah
rencana pengalihan saham perseroan di SHJ kepad&jiRir

Kimia dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehan.

137



c) Tahap Ketiga : sebesar US$ 2,180,350 akan dibzaada paat
penandatanganan akta jual beli saham antara Temubdmgan
PT. Tjiwi Kimia.

d) Tahap Keempat : sebesar US$ 3,019,9000 akan dibayar
selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah saBatd
dimiliki oleh PT. Tjiwi Kimia atau pihak lain yangditunjuk oleh
PT. Tjiwi Kimia.

e) Tahap Kelima : sebesar USD 3,000,000 akan dibagagah
supply kayu kepada Termohon/perseroan.

f) Tahap Keenam, sebesar USD 1,000,000 akan dibayamda
jangka waktu tidak melebihi 36 bulan terhitung kejanggal
penandatanganan akta jual beli saham antara Temu#OPT.
Tjiwi Kimia. Pentahapan pembayaran ZCB tersebutatis,
terbaca didalam Surat Edaran Termohon mengenaibkikizan
informasi kepada pemegang saham tanggal 13 Ok(b@9,
sebagaimana disebutkan didalam bukti P.6 permohaman
Akan tetapi, hal ini tidak pernah dibuka informasinsecara
jelas oleh direksi Termohon waktu diselenggarakanR{PS-
LB tanggal 15 Oktober 2009, sebagai forum kekuasadimggi
dalam perseroan. Di dalam RUPS-LB tanggal 15 Okt@be9
pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) mgakan
kepada Termohon yaitu :

8) Bahwa penerbitan dan pembelian serta pengalihan é&®but di

atas sangat merugikan Termohon sebagai perseroamelk@enjualan

138



9)

dan pengalihan hak tagih sangat tidak wajar damt pdiduga
transaksi tersebut tidak dilakukan dengan itikaik bdan kehati-
hatian dari direksi Termohon dalam menjalankan ggees sesuai
Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentangeran.
Dengan demikian, patut untuk dipertanyakan mengapdakan
yang merugikan kepentingan para pemegang sahantafamhon
sendiri masih tetap dilakukan oleh direksi Termgh@ng nyatanya
dapat merugikan Termohon. Untuk itu diperlukan peksaan
khusus terhadap pembukuan dan transaksi-transaksittlainnya,
sehingga menjadi jelas dan terang bagi pemegangmsaublik
minoritas (Para Pemohon). Karena itu mohon Ketuag&dlan
Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohpe@eriksaan
terhadap Termohon tersebut;

Bahwa Termohon dalam kedudukan sebagai perusaleboka
(Tbk), wajib hukumnya memberikan informasi yang dredan jujur
kepada pemegang saham publik dalam rangka mentesas
transparansi atau asas keterbukaan informasi, isedelagan

ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentarsgifan;

10)Bahwa kenyataannya, penerbitan dan pembelian Z@GBlat tidak

pernah diketahui oleh pemegang saham publik maridan patut
juga diduga, bahwa tindakan korporasi tersebuk tp#anah :
a) Mendapatkan persetujuan RUPS-LB Termohon; dan

b) Tidak pernah terungkap didalam laporan keuangamadleon;
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6. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (ratio decidendi)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Eiéga

Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetgpén, penetapan No.
38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011gyamarnya sebagai
berikut :

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon berkenaan rdenga
Pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Thk. (Teomph

2) Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut wdahani
sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadefseman/
Termohon yaitu :

a) Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kanto
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price
Waterhouse Coopers);

b) Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program MagjisBisnis
Institut Pertanian Bogor;

3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroangpdima 60
(enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kagkapan dengan
pemeriksa (Ahli);

4) Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan lapdrasil
pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri JaRetédan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejabisaya jangka
waktu pemeriksaan terhadap perseroan;

5) Memerintahkan setiap anggota direksi, dan setiagg@a dewan

komisaris, komisaris independen dan karyawan pemseruntuk
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memberikan segala keterangan, data-data dan/akameéodokumen
yang diperlukan dan/atau diminta oleh ahli di dalpslaksanaan
pemeriksaan;

6) Memerintahkan kepada anggota direksi dan setiagaaagdewan
komisaris untuk memberikan izin kepada ahli terselomtuk
memasuki area lokasi kantor pusat atau cabanguetiduunit usaha
Termohon, perwakilan Termohon untuk memeriksa péudn dan
keuangan perseroan serta lokasi Hak Pengusahaan KiPH) dan
Hutan Tanaman Industri (HTI) di dalam melaksanakgasnya;

7) Membebankan biaya Pemeriksaan kepada Perseroamfi@mim

8) Membebankan biaya permohonan sebesar Rp.211.00@s r@tus
sebelas ribu rupiah) kepada Termohon;

7. Permohonan Kasasi

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini dijatuhkamgash
dihadiri oleh Termohon pada tanggal 28 April 20&inkidian terhadapnya
oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, bekdasaurat kuasa
khusus tanggal 05 Mei 2011 diajukan permohonanskasscara tertulis
pada tanggal 09 Mei 2011 sebagaimana ternyataattéai permohonan
kasasi No0.38/Pdt.P/2011/ PN.JKT.Sel yang dibuath olRanitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersgitkuti oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yangndaeti Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei;2011

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon yang padaahfggJuni

2011 telah diberitahu tentang memori kasasi darmodéon diajukan
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jawaban memori kasasi yang diterima di Kepanitef@angadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2011,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beseatanal
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawamgate seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara gdagtukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonarsikisaebut formal
dapat diterima.

8. Pemohon Kasasi

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk., berkedudukan di
Menara Bank Danamon Lt.19 Jalan Prof. Dr. Satriv.EalV/6, Mega
Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi &uespada Lambok
Gultom, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantodalan Raya Pasar
Minggu Km.17,8 No. 18 B Jakarta Selatan, berdasarkarat kuasa
khusus tanggal 05 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

9. Termohon Kasasi
a) DEDDY HARTAWAN JAMIN., bertempat tinggal di Jalaraman

Lebak Bulus Raya W/10 Jakarta Selatan;

b) IMANI UNITED Pte.Limited., sesuai Memorandum of asmtion

& articles of Association of IMANI United Pte. Linad

N0.1478207, beralamat di Trident Chambers, PO. B@& Road

Town. Tortola, British Virgin Island, diwakili olehDeddy

Hartawan Jamin, dalam hal ini memberi kuasa kep&danggur

Konradus, SH.,MH. dan Petrus Jaru, SH, Para Adydiakantor
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di Gedung Senatama, Lt.2 Suit 208, Jalan KwitangaRido0.8,
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khususatah@gJuni
2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon |, II;

10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (ratio decidendi)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebukavieah

Agung berpendapat :

a) Bahwa permohonan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo
Lestari Jaya, Tbk (Pemohon Kasasi) yang dilakukah @ara
Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan yaegtdkan
oleh Pasal 138 dan 139 Undang-Undang No0.40 Tah@7 20

tentang Perseroan Terbatas;

b) Bahwa Pemohon Deddy Hartawan Jamin sebagai pemegham

Termohon sebanyak 210.500.000 lembar saham setagawul 8,52
% dan Pemohon Imani United Pte.Limited pemegangarsah
Termohon sebanyak 130.000.000 lembar saham atana skingan
5,26 %, sehingga jumlah seluruhnya 340.500.000 d&&nsbham
atau setara dengan 13,78 % maka sudah melebihi ydh@
ditentukan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-UndamgNTahun
2007, dengan demikian Para Pemohon berhak untukjangan
permohonan pemeriksaan terhadap perseroan;

Bahwa Para Pemohon telah meminta secara tertuts-ddda
terkait reformasi perseroan dalam RUPSLB tanggalOkfober

2009, akan tetapi tidak mendapat penjelasan damdigon;
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d) Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil pernsimya
sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepatiotix Facti
lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penildiasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang skextyataan,
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pensaikspada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkaadtahanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hakiamya
pelanggaran hukum vyang berlaku, adanya kelalaialamda
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pesatur
perundang-undangan yang mengancam Kkelalaian itugaden
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Peagaiidak
berwenang atau melampaui batas wewenangnya selzagayang
dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 TaB86j.o
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang 3lo.
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di &asyata
bahwa putusadudex Factidalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonani kesas diajukan
oleh Pemohon Kasasi : PT. SUMALINDO LESTARI JAYA,BK
tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasPéanohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon dimukunembayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
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Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.TdBun
2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimamatglah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun @8884perubahan
kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sestatupan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasd3r ..
SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar @®p050,00 (lima
ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada haRABU tanggal 12 SEPTEMBER
2012 oleh DR.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagstu&K
Majelis, PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., dan H.
SUWARDI, SH.,MH., Hakim Agung masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuktakuumum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihaadleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY
INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengtadak
dihadiri oleh para pihak;

Di samping perkara gugatan, dimana terdapat pilsiggugat dan
tergugat, ada perkara-perkara yang disebut pernashomang diajukan oleh
seorang pemohon atau lebih secara bersama-sarbadRan antara gugatan
dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gua@dssuatu sengketa
atau konflik yang harus diselesaikan dan diputek pengadilai®

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yangaSaiebahwa

haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetegig yang “dirasa’

292 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinditzkum Acara PerdataMandar Maju,
Bandung, 2009hal 10.
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melanggara hanya atau hak mereka itu, tidak maaraasckarela melakukan
sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapay y@mar dan berhak,
diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sinirhabkénar-benar berfungsi
sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapatadampihak-pihak
tersebut yang benar dan siapa yang tidak t@har.

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak adgksém disini
hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagansetenaga tata usaha
Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapariazimnya disebut
putusan declaratoir, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan dan
menerangkan safa?

Perihal putusan hakim, ada dua golongan putusain, patusan sela
dan putusan akhir. Sedang menurut sifatnya dikégal macam putusan
yaitu:

a) Putusardeclaratoir.
Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya
menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum seatata-
Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah ddarXY, atau
bahwa A, B dan C adalah ahliwaris dari almarhum Z.

b) Putusarconstititif
Putusanconstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan
hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baroto@oya,
adalah putusan perceraian, putusan yang menyasgaang jatuh

pailit.

2031bid, hal 10.
204pid, hal 10.
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¢) Putusarcomdenatoir

Putusancondemnatoiradalah putusan yang berisi penghukuman.

Misalnya dimaana pihak tergugat dihukum untuk mesyean

sebidang tanah berikut bangunan rumahnya untuk m@genb

utang?®®
Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Undarmagntlo. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnggpadl:

1) Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007,
Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukaramleéogian
untuk mendapatkan data atau keterangan dalam rddpie
dugaan bahwa:

a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Perser@an at
pemegang saham atau pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang NbadGn
2007, Sebelum mengajukan permohonan pemeriksabadtgy
Perseroan, pemohon telah meminta secara langsupgd&e
Perseroan mengenai data atau keterangan yang luidantuya.
Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperimatika
permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan uyapg dapat

ditempuh oleh pemohon.

205 hid, hal 109-110.
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2) Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007,
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (Rukhla
dengan mengajukan permohonan secara tertulis bedagannya
ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meligipat
kedudukan Perseroan.

3) Pasal 138 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007,
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diapg&tan
oleh:

a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewalkitigpa
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlatursih
saham dengan hak suara;

b) pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjdejigan
Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan pernashon
pemeriksaan; atau

c) kejaksaan untuk kepentingan umum.

4) Pasal 138 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007,
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) frauruf
diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta @dau
keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perdetala
memberikan data atau keterangan tersebut.

Dasar hukum permohonan penetapan pemeriksaan qeanseersebut

sudah tepat, namun dalam pertimbangan hukum meikgaleetentuan pada

Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 3@@9 menyatakan,

148



Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(&yatruf a, dan ayat (4)
tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-gatadi bidang pasar
modal menentukan lain. Undang-Undang No. 40 TahQ0Q72Tentang
Perseroan Terbatas sepenuhnya selagajeneralis(general lavy terhadap
semua Perseroan pada umumnya, termasuk Perserdaukd eatau Bursa
Efek, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturanupdang-undangan di
bidang pasar modal. Sedangkan Undang-Undang Nengaig Pasar Modal
merupakanlex specialis(special law. Dengan demikian, sesuai adex
specialis derogat lex generaliketentuan yang diatur pada UUPT 2007,
dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundadgAgan di bidang
pasar modal yang bersangkutan. . Pasal 154 ayaindang-undang No. 40
Tahun 2007 menyebutkan, bagi perseroan terbukakoekietentuan Undang-
Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturaeryndang-undangan di
bidang pasar modal.

Fakta materiil yang diungkapkan adalah permohonamepiksaan
terhadap pelanggaran transaksi material pada PamatNomor IX.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatssah&d) Utama.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal TeRw@raguran Nomor
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahanidteg Usaha Utama
berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun ZDdrdtang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jerasuf@er Perundang-
undangan mencakup peraturan yang ditetapkan beabhaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undgeng Remerintah atas

perintah Undang-Undangan. Peraturan Perundang-gadasebagaimana
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dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuateum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundasigrgan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sé&swsnangan Bapepam
pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, pBapedapat

mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yadmgadmelakukan atau
terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undaindain atau peraturan
pelaksanaannya.

Pada Pasal 1 Peraturan pemerintah No. 46 Tahun T&%ang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal:

a) Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkunBapepam
yang diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeuRizk
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalaal Pa
100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Résaal.

b) Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan = mencatri,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keteraagan
yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan aida
tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundatapigan di
bidang Pasar Modal.

Mengenai tujuan dari pemeriksaan diatur pada Pasalyat (1)
Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 1995, Tujuan pksa@an adalah
membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaranpatasuran perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. Pada ayat (2), flesaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
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a) adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan daak P
tentang adanya pelanggaran atas peraturan perunddaggan
di bidang Pasar Modal;

b) tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukaehdPihak-
Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atadgitaran
dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkatukun
menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau

c) terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaras pératuran
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Pasal a8 (1)
Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemeriksaan tephBdrseroan dapat
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan datalaBrangan dalam hal
terdapat dugaan bahwa:

a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan ysgem

melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegan
saham atau pihak ketiga.

Hubungan hukumnya adalah jika permohonan pemenkdagukan
untuk memperoleh keterangan terhadap pelanggaaasaksi material pada
Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Matergal Berubahan Kegiatan
Usaha Utama. Maka yang berwenang adalah Bapepammisdsngan
kewenangan pemeriksaan pada Pasal 100 Undang-uNdet®gTahun 1995.

Dengan kewenangan ini Bapepam, disebutkan padal B8%aUndang-
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undang No. 8 Tahun 1995, Dalam hal Bapepam berpabdzelanggaran
terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan gssetalannya
mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modah atau

membahayakan kepentingan pemodal atau masyaraapBm menetapkan
dimulainya tindakan penyidikan. Sehingga apabilabukti melakukan

pelanggaran, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undzhejag No. 8 Tahun
1995, Bapepam mengenakan sanksi administratif ggsggaran Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya ydaigulkkhn oleh setiap
Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau gtarda dari Bapepam.

Sehingga dari pemeriksaan dan penyidikan Bapepamegang
saham yang dirugikan akibat perbuatan melawan hu#tapat mengambil
tindakan berdasarkan Pasal 111 Undang-undang N@ah8n 1995, Setiap
Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat ddainggaran atas Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya degratntut ganti rugi, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak yeng memiliki
tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Piha&Pyang bertanggung
jawab atas pelanggaran tersebut.

Mengenai isi minimum dan sistematik surat putusatud dalam
pasal-pasal 178, 182, 283, 184, dan 185 H.l.R.|g&@&H.I.R. menentukan,
bahwa:

1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatanmgajs
mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak
dikemukakan oleh kedua belah pihak.

2) la berkewajiban mengadili segala bagian gugatan.
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3) la dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yatak
digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digtf§a

Dari pasal 178 H.I.R ayat (1), yang dimaksud denglasan hukum
ilalah kaidah hukum kanunregel van het objectieve reghtApabila
penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebur dagyatannya, atau
secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka Hakimam
pertimbangannya akan mencukupkan segala alasanmhgapaya menang
kalahnya salah satu pihak menjadi terdfg.

Dari pasal 178 H.I.R ayat (2), bahwa hakim harusgadili semua
petitum, tidak boleh satupun yang dilupakan, satarsgtu harus
dipertimbangkan dengan seksafffa.

Dari pasal 178 H.I.R ayat (3), Hakim dilarang untmenjatuhkan
putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau digageu mengabulkan lebih
daripada apa yang diminta atau diguiat.

Jadi berdasarkan pasal 178 H.I.R ayat (1), Hakirfandawaktu
bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukaksan-alasan hukum,
yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belalkifferhadap putusan,
hakim dapat melengkapi dasar hukum yang tidak dekekan. Berkaitan
dengan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Nomor2IXd¢htang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Halsesuai dengan
ketentuan Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. &@ui 2007 yang

menyatakan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2yaayat (3)

208 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinafa,cit.,hal 111.
7 bid, hal 111.
2% pid, hal 111.
299 |pid, hal 112.
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huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinanatpean perundang-
undangan di bidang pasar modal menentukan lainn&gdnterhadap putusan
dapat memerintahkan Bapepam sesuai Pasal 100 Unddagg No. 8

Tahun 1995, untuk mengadakan pemeriksaan terhaelzgp Pihak yang

diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggardradap Undang-undang
Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.

Analisis terhadap pemeriksaan pelanggaran Peratoamor 1X.E.2
Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatah& Utama oleh PT
Somalindo Lestari Jaya, Tbk. sebagai berikut. Pisean pelanggaran
berdasarkan Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahur, 1B8pepam
berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadagpsatiak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhaffafang-Undang Pasar
Modal dan atau peraturan pelaksananyzalam rangka pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam me@pwewenang
untuk :

a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Piregydiduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhddlagang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya @tal Rin
apabila dianggap perlu;

b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terldaam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan ataatupan
pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakkdgiatan

tertentu;
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c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan
pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pilyakg
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggarahadap
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanayaun
milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yadgga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhddtagang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya umglgkukan
tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka ekesgaian
kerugian yang timbul.

PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. Merupakan perusabtex@atat di

Bursa Efek dengan kode saham SULI. Sebagai peraisateacatat dan
memperdagangkan saham di Bursa Efek tentunya sondédwati tahapan

pendaftaran dan mendapat izin efektif dari Bapepabagai otoritas Pasar
Modal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7@t &) Undang-undang
No. 8 Tahun 1995, Yang dapat melakukan Penawaramntrhanyalah

Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Penaafte@epada Bapepam
untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyadd@ Pernyataan
Pendaftaran tersebut telah efektif. Sehingga RWando Lestari Jaya, Tbk.
tunduk pada peraturan Pasar Modal berserta penapelaksananya maupun
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseraamafths pada
umumnya sebagai sebuah perseroan.

Pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap PT Suhoaliestari

Jaya, Tbk. diawali dari penyelenggaraan RUPS. Renggaran RUPS diatur
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pada Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan PelaksaRapat Umum

Pemegang Saham Kep-60/PM/1996. Dalam rangka kesweeaginformasi

mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Regrégham (RUPS),

perusahaan wajib memperhatikan hal-hal sebagaiuteri

1)

2)

3)

4)

5)

RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam
menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosseda
agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroa

Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindariya
perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda yapat
dapat membingungkan para pemegang saham;

Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib
menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat terselzara jelas

dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujubji h
sebelum pemberitahuan;

Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut
diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya
kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua)t sabar
berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaianalas
Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaileasil h
rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setekgbat
tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan
mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnyardal

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.
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Jadi sebelum penyelenggaran RUPS-LB pada tanggaDKtbber
2009, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. wajib menyakgwaterlebih dahulu
agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci kedaap selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. Pada tahapBapepam dapat
melakukan pemeriksaan terhadap rencana dan aged8&-RB tersebut.
Surat Edaran pertama tanggal 15 September 200@ntgnteterbukaan
informasi kepada para pemegang saham memberiakmmasi awal akan
penyelenggaraan RUPS-LB. Tetapi pada tanggal 13ok@kt 2009 PT
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengeluarkan Surat ddafambahan
Informasi/ Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 Sdpen2009 tentang
keterbukaan informasi kepada para pemegang salemedang saham baru
mengetahui tindakan korporasi dengan menerima Zeompon Bond
(selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan SHJ besar Rp
140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyarrdties lima puluh empat
juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus limahpdua rupiah) dengan
jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal 15 Oktob@&92pada waktu RUPS-LB
dilaksanakan. Dari Surat Edaran yang diampaikesebeit menjadi indikasi
awal tidak disampaikannya keterbukaan informasi geeai RUPS-LB
maupun tindakan korporasi perseroan.

Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan terhadppraa Keuangan
dari PT Somalindo Lestari Jaya Tbk. Hal ini diapada Peraturan Nomor
X.K.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar ModahoNo Kep-

36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporarakgan Berkala.
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Pada keterangan umum ketentuan angka 1 disebutkan:

a) Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam paraini adalah
laporan keuangan tahunan dan laporan keuangartéstganan;

b) Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyptataftarannya
telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporandmyan berkala
kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sgkkmsangnya
1 (satu) dalam bentuk asli.

c) Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapegdm dari:

I. neraca;

ii. laporan laba rugi;

lii. laporan perubahan ekuitas;

Iv. laporan arus kas;

v. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakagran
integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkaeh
instansi yang berwenang sesuai dengan jenis imalyestidan

vi. catatan atas laporan keuangan.

d) Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasaésaon

e) Laporan keuangan harus disajikan secara perbamdimtEngan
periode yang sama tahun sebelumnya.

f) laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip aksintang berlaku
umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansahgan yang
ditetapkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl), da&etentuan
akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkaneBam. Untuk

unsur-unsur laporan keuangan bagi Emiten atau &mmas Publik
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yang karena sifat industrinya belum diatur secagag dalam Standar

Akuntansi Keuangan dan ketentuan akuntansi di lid®esar Modal

di atas, agar disajikan sesuai dengan bentuk dayamgy setidak-

tidaknya meliputi unsur dan penjelasan yang tenegkada laporan

keuangan sebagaimana dilampirkan dalam dokumen yd&aem

Pendaftaran.

Pada ketentuan angka 2 Peraturan Nomor X.K.2: laap&euangan
tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan depgadapat yang lazim
dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambataga akhir bulan
ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pada ketentuan angka 3 Peraturan Nomor X.K.2: laap&euangan
tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalaykajamaktu sebagai
berikut:

a) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama set@f@gal laporan
keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai lapé#auntan;

b) selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setalagal laporan
keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan fskudalam rangka
penelaahan terbatas; dan

c) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setilaggal laporan
keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan #fskunyang
memberikan pendapat tentang kewajaran laporan Reunasecara
keseluruhan.

Ketentuan angka 6 Peraturan Nomor X.K.2 Dengark tdengurangi

ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepamen@ang mengenakan

159



sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketenperaturan ini atau
Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tketemperaturan ini. Jadi
Bapepam dapat memeriksa laporan keuangan tahudartadaun 2008, 2009,
maupun laporan keuangan berkala tahun 2009 PT Bwoalestari Jaya
Tbk.

Jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap transakterial maka
dasar hukum yang dapat digunakan terhadap pelamggaansaksi material
yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2009 berdasapkiasip tempus delicty
adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar ModalomN Kep-
02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IXTEr2ang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Ketentuan angka 1 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebuytkiransaksi
Material adalah setiap pembelian, penjualan atayeyeaan saham, dan/atau
pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukavaldtau segmen usaha,
yang nilainya sama atau lebih besar dari salahredtberikut:

a) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revepeesyahaan;
atau
b) 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Pada peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Rienyhaporan
Keuangan. Pada pengaturan komponen laba rugi:

f) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh gadraan
sebagai akibat dari peristiva masa lalu, dan diamdspan
manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dihamaEkaan

diperoleh perusahaan.
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iii. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva langéda
aktiva tersebut:

d) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk
dijjual atau digunakan dalam jangka waktu satu
siklus operasi normal perusahaan; atau

e) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan
jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi
dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan dari
tanggal neraca; atau

f) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya
tidak dibatasi.

iv. Aktiva tidak lancar

h) Piutang Hubungan Istimewa

I) Aktiva Pajak Tangguhan.

]) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

k) Investasi Jangka Panjang Lain

[) Aktiva Tetap

m) Aktiva Tak Berwujud

n) Aktiva Lain-Lain

g) Segmen usaha, digolongkan berdasarkan segmen rindast
segmen geografis.
Informasi Segmen Usaha, yang harus diungkapkarraatein
Gambaran aktivitas masing-masing segmen industrn da

komposisi masing-masing wilayah geografis yang pditkan.
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Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dikpork
tersendiri, digunakan kriteria materialitas;
Untuk setiap segmen industri dan geografis yarapdikan :
(a) Penjualan atau pendapatan operasi lainnyadakiae
antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggdoadi
perusahaan dan pendapatan dari segmen lain;
(b) Laba (rugi) usaha per segmen;
(c) Aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam
jumlah uang atau sebagai persentase
dari jumlah aktiva; dan

(d) Dasar penetapan harga antar segmen.

h) Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakalapatan

J)

yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan,rtisepe
penjualan produk, penjualan barang dagangan utachaa,
pendapatan jasa.

Ekuitas merupakan hak pemilik dalam perusahadto g&lisin
antara aktiva dan kewajiban yang ada.

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan iposis
keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban datak dari
suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam aneaktiva
lancar disajikan terpisah dari aktiva tidak landan kewajiban
lancer terpisah dari kewajiban tidak lancar, keicualuk industri

tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lanceajitan

162



menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban ikagj
menurut urutan jatuh temponya.

Pada tanggal 1 Juli 2009, PT Sumalindo Lestari Jéka menerima
Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yanigertitkan PT
Sumalindo Hutani Jaya sebesar Rp 140.254.908.6%2¢b8tus empat puluh
miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilamsatelapan ribu enam ratus
lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (Stioin.

Obligasi merupakan surat utang jangka menengalapgrnjang dapat
dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yamgnerbitkan untuk
membayar imbalan berupa bunga pada periode tertlamumelunasi pokok
utang pada waktu yang telah ditentukan kepada ppekbeli obligasi
tersebut. Obligasi memiliki beberapa jenis yandgobda, dilihat dari sistem
pembayaran bunga, Zero Coupon Bonds adalah obligasg tidak
melakukan pembayaran bunga secara periodik. Naimumga dan pokok
dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tefipd?enerimaan Zero Coupon
Bonds termasuk dalam pembelian aktiva dalam katediva tidak lancar
yang termasuk investasi jangka panjang lain. Iagegangka panjang lain,
merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimibkéh perusahaan
dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulawestasi ini dapat
berbentuk investasi dalam efek hutang dan efektakuinvestasi dalam
properti dan investasi lainnya.

Prospektus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertdr@ddaret 2010

sebagaimana terbukti dalam bukti P.7. di atasy#tandiketahui bahwa PT

210 hitp://lwww.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagyiestor/obligasi.aspx
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Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mempunyai pendapasahaiuntuk periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30e8aper 2009 sebesar Rp
428.779.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapbar ujuh ratus tujuh
puluh sembilan juta rupiah). Perhitungan persentpeebelian aktiva

terhadap pendapatan adalah:

140.254.908.652 X 100% = 32,71%
428.779.000.000

Dari persentase tersebut, pembelian aktiva tidagalamelebihi 10%
(sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenueg)sgi@an. Sehingga
memenuhi unsur transaksi material yang nilainyaasatau lebih besar salah
10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revepeasyahaan.

Neraca Konsolidasi PT Sumalindo Lestari Jaya Thkigmggal 30
September 2009 sebagaimana tercantum pada Prospefgabut tertanggal
9 Maret 2010, ternyata PT Sumalindo Lestari Jayla feempunyai ekuitas
bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00 (seratus pyjluin sembilan milyar
tiga ratus sebelas juta rupiah). Perhitungan ptasenpembelian aktiva

terhadap ekuitas adalah:

140.254.908.652 X 100% = 78,21%
179.311.000.000

Dari persentase tersebut, pembelian aktiva tida&alamelebihi 20%

(dua puluh perseratus) dari ekuitas. Sehingga memennsur transaksi
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material yang nilainya sama atau lebih besar 209a (diluh perseratus) dari
ekuitas.

Ketentuan angka 2 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebhutkKeansaksi
Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaanilwialjib terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum PemegdragnSsesuai dengan
prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalantupgnaini. Dalam agenda
Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusgenaiepenjelasan
tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli] dijaia disertakan, dan
aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, diglialihkan atau ditukarkan.
Pemeriksaan dilakukan mengacu pada Peraturan [Rehlang Rencana dan
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Kep-60/Favi/1P&da
ketentuan berikut:

1) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selaadéatnya 2
(dua) hari kerja setelah rapat tersebut diseleaggar kepada
Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurtaagdnya
dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesiah ssdéunya
berperedaran nasional.

2) Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampailkai hapat
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rajgasebut
diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkarepad&k
publik  sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat tkabarian
berbahasa Indonesia.

Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfichagaspihak

perseroan terhadap hasil dari penyelenggaraan RMESjuk pada gugatan
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Bahwa tindakan direksi yang melakukan pembelian Z&#besar Rp
140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar rdtizs lima puluh empat
juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus limlahpdua rupiah) dari PT
Sumalindo Hutani jaya dapat membebankan PT Sunmaliedtari Jaya Tbk.
sendiri, belum pernah mendapatkan persetujuan RUBP8ari pemegang
saham PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Tidak terpenuhinya pengecualian ketentuan tentarmgnsaksi
Material sebagaimana diatur dalam angka 2 dan aBggaraturan IX.E.2
yaitu, tidak berlaku untuk Emiten atau Perusahaallil® yang melakukan
transaksi dengan anak perusahaan yang dimilikiraagekurangnya 99%.
Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. memiliki amtusahaan yaitu
PT.Sumalindo Hutani Jaya (dengan PT Sumalindo Liexiga Tbk. sebagai
pemegang saham mayoritas PT.Sumalindo Hutani Jelyasar 7.201.500

lembar saham atau 60 % kepemilikan saham).
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C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Material Pada Peraturan Nomor
IX.E.2 Tentang Transaks Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan RUPS

Terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi betdas@asal 102
ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepamgemakan sanksi
administratif atas pelanggaran Undang-undang inn @dau peraturan
pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihaky yaamperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Paddé @), Sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayatdfatberupa:

a) peringatan tertulis;

b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah temngntu;
c) pembatasan kegiatan usaha;

d) pembekuan kegiatan usaha;

e) pencabutan izin usaha;

f) pembatalan persetujuan; dan

g) pembatalan pendaftarat.

Untuk sanksi denda Undang-undang No. 8 Tahun 1898IR02 ayat
(3) menyatakan bahwa sanksi administratif diatehgderaturan pemerintah,
yaitu PP No. 45 Tahun 1995. Besarnya sanksi deaabasi yaitu:

a) Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pen dengan

maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@@itang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
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b) Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hargan
maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiaykuorang
perseorangan.

c) Denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus jutamyipintuk
orang perseorangart

Terhadap akibat hukum terhadap transaksi yang tdltkukan,
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseredmfBs merupakan
perundangan terhadap kegiatan perseroan. Terhaaddakdn pengalihan
kekayaan yang dilakukan perseroan yang diwakilh aleeksi diatur pada
Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persemlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transdé&si
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupmlakti
Pada penjelasan ayat (1) disebutkan, Yang dimakiamjan
“kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik rb&rge
maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidakvhjud,
milik Perseroan. Yang dimaksud dengan “dalam lujdatnsaksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain mnaupak”
adalah satu transaksi atau lebih yang secara ktifnula

mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puleisgn).

212 | pid.

168



Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) keleaydersih
didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yanghierdisahkan
RUPS.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luadalah
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan vemadi
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangkigu yang
lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran Basseroan.
Pada penjelasan ayat (2) disebutkan, Berbeda damsaksi
pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjamingmng
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud paddl pyaitrgf b
tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus dipgkn adalah
jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam pergancialam
kurun waktu tertentu.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bedkkku
terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekaya
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelean
kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggasanyaas
Pada penjelasan ayat (3) disebutkan, Yang dimakiardjan
“tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Rense
misalnya penjualan rumah oleh perusahaah estate penjualan
surat berharga antar bank, dan penjualan baran@ndag

(inventory oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang

169



(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayatr{fha
persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan segaijaak lain
dalam perbuatan hukum tersebut beritikad B&ik.

Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS terselap t&th dan
mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak itairfberiktikad baik”.
Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan lokégmar-benar beriktikad
baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mammambuktikan iktikad
baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkamndi@n kepada perseeroan,
maka transaksi itu batal demi hukuraif rechtswege nietig, ipso jure null
and void berdasar Pasal 1337 KUH Perdata, karena tramgaksielanggara
ketentuan undang-undang. Dalam kasus yang dembeadasarkan Pasal
1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadsemulargstitution
in integrum) dengan pengertian segala apa yang telah diberéan
dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalkegada pihak-pihak
yang bersangkutaft?

Secara umum gugatan berdasarkan perbuatan melawknmh
terdapat pada KUH Perdata. Pada Pasal 1365 KUHaReddebutkan:

"Elke onrechmatigedaad, waar door aan een andeadehwordt

toegebrecht, stelt dangene door wiens schuld dibadse
veroorzaakt is in, de verplichting om dezelve tgeeden”.

(Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa karug
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karexahrsya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tars¥b’

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 TaB007 tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

214 M Yahya Harahapop. cit.,hal 402.
215 gybekti dan TjitrosudibiaKitab Undang-Undang Hukum PerdatBradnya Paramita, Jakarta,
2004, hal 346.
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Istilah onrechtmatigedaaggang tercantum dalam pasal 1401 N.B.W.
Belanda atau pasal 1365 B.W./KUH Perdata Indonditggjemahkan dalam
bahasa Indonesia dengan istilah yang tidak serageperti: tindak-dursila,
tindak tanpa hak, perbuatan hak-hak (H. van der); Tpsrbuatan yang
bertentangan dengan hukum (E. Utrecht/ Moh. Salefinaby);
penyelewengan perdata (Purnadi Purbacaraka - AvdRidHalim); perbuatan
melanggara hukum (R. Wirjono Prodjodikoro, R. SubekKTjitrosudibio);
perbuatan tanpa hak (H. Th. Ch. Kal-V.F.M. Den bigt perbuatan
melawan hukum (penerjemah kamus Fockema Andreashnid Setiawan,
Moegni  Djojodirjo, dll); tindakan melawan hukum @bman
Kartohadiprojo). Istilah perbuatan melawan hukundasusejak permulaan
tahun lima puluhan sampai sekarang telah dipergumakalam praktek
Peradilan Umum sehingga dapat dikatakan sebagahisiukum yang resmi
melalui yurisprudensi®

Mengenai istilah perbuatan melawan hukum, MA Modgjojodirdjo
menerangkan bahwa istilah "melawan" melekat kedlfad aktif dan pasif.
kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbyatan menimbulkan
kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukaakga, maka nampaklah
dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawaersebut. sebaliknya kalau ia
dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengé@na ia harus
melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikamgolain, atau dengan
lain perkataan, bilamana ia dengan sikap pasif sdjahwa bilamana ia

enggan melakukan keharusan sudah melanggar subewukan, sehingga

216 Chidir Ali, Badan HukumPT Alumni, Bandung, 2011, cetakan-4, hal 204.
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menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia tatalawan" tanpa harus
menggerakkan badannya. inilah sifat pasif daripsiilah "melawarf!’ ganti
kerugian materil berdasarkan pasal 1365 KUH Pendetigputi; a) kerugian
yang diderita dgelden verlies dan ; b) kehilangan keuntungage(erfde
winsf).*8
Masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan diatian
hukum adalah persoalan yang perlu diketahui dagasgrenting bagi badan
hukum. bahwa badan hukum adalah bertanggung jaaaisgrakelijkheiy
artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuataryaysmy melawan hukum
yang dilakukan oleh organnya sebagai orgae ¢odenig door de orgapan
karena kalau seorang direksi dari suatu organ mlktak suatu perbuatan,
maka dia bisa berbuat sebagai organ, dapat jugaeggive, dimana badan
hukum itu tidak terikat. kalau organ/ direksi badmrkum itu berbuat secara
prive/pribadi, maka badan hukum itu tidak terikat. imidah merupakan
yurisprudensi yang tetap, yang di dalam undang-omdik dapat ditemdt?
Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undadghg No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana eraigen perusahaan
publik harus tunduk pula. Undang-undang No. 40 Tiab@07 dan Undang-
undang No. 8 Tahun 1995 menyediakan ketentuan yaegiungkinkan
pemegang saham untuk melakukan gugatan secaratgpeémiaada setiap
pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakaan keputusannya

menyebabkan kerugian pada perusah&aasal 61 Undang-undang No. 40

27 |bid, hal 204-205.
?18|bid, hal 215.
*%|bid, hal 218-219.
220 M Irsan Nasarudin dan Indra Surgg. cit.,hal 275.
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada aygetfap pemegang saham
berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan gagkm negeri apabila
dirugikan karena tindakan Perseroan yang diangggk tadil dan tanpa
alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Dijreksi/atau Dewan
Komisaris®*! Sedangkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 199% giada
pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak secaraissamdliri atau bersama
dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugpakia pihak yang
bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan pergaddangan di bidang
pasar modal?? Pasal ini bersemangat sama dengan KUH Perdath B35
mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanyangntdang No. 8
Tahun 1995 Pasal 111 ini diharapkan setiap pihak) yaengelola perseroan
dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar moddhkunkan tugasnya
secara professional dan bertanggung jawab, sehikgbati-hatian tidak

diabaikart®®

2L yYndang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 TaB007 tentang Perseroan Terbatas,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0n Romor 106.

22 Yndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun51@®itang Pasar Modal, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

22 M Irsan Nasarudin dan Indra Surg. cit.,hal 275.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kewenangan Bapepam terhadap pemeriksaan diatumdBiasal 100
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Md8abhepam
berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadappsgihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggarahadgap Undang-
Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksananya.

Penetapan pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Sumah
tepat, tetapi mengabaikan ketentuan pada Pasalagd8 (6) Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, Keterdebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan @yaentang permohonan
pemeriksaan perseroan, tidak menutup kemungkinatysan perundang-
undangan di bidang pasar modal menentukan laininHdltegaskan pada
Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2@Webutkan, bagi
perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undandka tidak diatur
lain dalam peraturan perundang-undangan di bidasgrpmodal. Dengan
demikian, sesuai asdsx specialis derogat lex generalisetentuan yang
diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007, dkpsgkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidasgr paodal yang

bersangkutan.
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2. Akibat hukum terhadap transaksi material tanpagtejsan RUPS tetap
sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjaag [aim itu “beriktikad
baik”. Berarti pihak lain itu, harus mampu membké&ti dia benar-benar
beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika didak mampu
membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi menimbulkan
kerugian kepada perseroan, maka transaksi itu loeai hukum yan
rechtswege nietig, ipso jure null and vpiterdasarkan Pasal 1337 KUH
Perdata, karena transaksi melanggar ketentuan gndatang. Dalam
kasus yang demikian berdasarkan Pasal 1451 KUHaRergara pihak
dipulihkan dalam keadaan semulaestitution in integrujm dengan
pengertian segala apa yang telah diberikan ataayaikan kepada
masing-masing pihak, dikembalikan kepada pihakkpiha/ang
bersangkutan.

B. Saran
Berdasarkan kewenangan Bapepam pada Pasal 100 ¢Juddang

No. 8 Tahun 1995, untuk mengadakan pemeriksaamadaphsetiap Pihak

yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelarggéerhadap Undang-

undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksarmargerta dengan
dibentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 fhegn@toritas Jasa

Keuangan, sebagai otoritas yang salah satu tugasngiksanakan

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasades di sektor Pasar

Modal dengan tetap berlakunya Undang-Undang NomofFaBun 1995

tentang Pasar Modal diharapkan dapat meningkatkamgungan hukum,

pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaetorparpasar modal.
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